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KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar Tahun 2021-2026, telah mengacu pada Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Pemerintah Kab. Blitar Tahun 2021-2026.
Dinamika perubahan lingkungan strategis di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berubah dan bergerak dengan cepat, ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan telah diimplementasikan ke dalam Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Blitar terpilih periode 2021-2026, menjadi dasar bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dalam menyusun  Rencana Strategis (Renstra) secara terpadu dan terukur.  Proses penyusunan dan sistematikanya telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, maka seluruh program kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar harus mengacu pada dokumen tersebut. Dengan memohon rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, kami berharap agar hasil Rencana Strategis (Renstra) ini dapat direalisasikan dan berkontribusi positif terhadap pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Blitar.
Blitar,  25 Januari 2022
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, disebutkan bahwa visi Bupati Blitar adalah Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur. Visi  tersebut dijabarkan ke dalam 4 misi pembangunan daerah. Terkait dengan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, maka Dinas PMD Kab. Blitar berperan serta dalam menyukseskan misi ke-3, yaitu Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas.
Misi ke-3 tersebut memiliki tujuan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, yang meliputi 8 (delapan) area perubahan sebagai elemen birokrasi, antara lain: Pola Pikir, Kelembagaan, Regulasi dan Perundang-undangan, Sumber Daya Manusia Aparatur, Ketatalaksanaan, Akuntabilitas, Pengawasan, dan Pelayanan Publik. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut maka sasaran Misi ke-3 adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Sasaran tersebut diukur dengan Kemandirian Desa sebagai salah satu elemen pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat desa.
Visi dan misi tersebut tidak terlepas dari isu-isu strategis di lingkungan internasional, nasional, dan daerah. Di lingkungan internasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDG’s (Sustainable Development Goals) menjadi agenda utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan pembangunan masyarakat serta pengentasan kemiskinan, baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, maupun tingkat desa. Merujuk dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor  13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, terdapat 18 tujuan dan sasaran SDG’s Desa. 
Upaya pencapaian SDG’s desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 diprioritaskan untuk men dukung pencapaian 10 (sepuluh) tujuan dan sasaran SDG’s Desa, terutama yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru di desa. Adapun 10 SDG’s dimaksud adalah : Desa tanpa kemiskinan, Desa tanpa kelaparan, Desa sehat sejahtera, Keterlibatan perempuan desa, Desa berenergi bersih dan terbarukan, Pertumbuhan ekonomi desa merata, Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan, Desa damai berkeadilan, Kemitraan untuk pembangunan desa, dan Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
[image: Apakah itu SDGs DESA ? - Website Desa Bendorejo]







Selain itu, isu Asean Economic Community dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), nampaknya semakin mendorong negara/ daerah untuk semakin meningkatkan daya saingnya. Pandemi COVID-19 yang belum dapat diprediksi kapan berakhirnya, telah mengubah tatanan kehidupan dunia di segala aspek kehidupan, menuntut pemerintah untuk terus beradaptasi/ menyesuaikan diri dengan penanggulangan Pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Di tingkat nasional, terdapat arahan Presiden RI terkait 5 (lima) prioritas kerja  pembangunan nasional, yang berorientasi pada percepatan pembangunan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Masnusia (SDM), investasi nasional, reformasi birokrasi, dan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Secara spesifik, di bidang Reformasi Birokrasi, selain terdapat agenda penyederhanaan birokrasi, juga terdapat agenda peningkatan pelayanan publik yang efektif, efisien, terpadu, dan transparan sampai ke tingkat desa. Bahwa pada saat ini pemerintah desa memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan kemandirian desa melalui capaian tujuan pembangunan berkelanjutan.




[image: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Penyederhanaan  Birokrasi Dorong Semangat Kepemimpinan dari Eselon I dan II]








 Di tingkat regional, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan daerah di segala aspek kehidupan masyarakat melalui Program Nawa Bhakti Satya menuju Jawa Timur Sejahtera. Dimana dalam Bhakti ke-7 (Jatim Berdaya), diamanatkan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. Secara spesifik hal tersebut diupayakan melalui program One Village One Product One Corporate & Agropolitan, Communal Branding untuk UMKM, Supply And Demand Channel, penataan pasar tradisional, inklusi UMKM retail modern, dan menumbuhkembangkan koperasi perempuan, petani dan nelayan serta perdagangan antar pulau.
[image: Pengamat: Nawa Bhakti Satya Cakup Semua Domain Kebutuhan Masyarakat Jatim |  portaltiga.com]








Hal tersebut dilaksanakan sesuai dengan semangat dan amanah dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa, dimana pemerintah berupaya melaksanakan strategi pokok pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development), yang inklusif dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development), pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth), kesetaraan antar generasi (intergenerational equity), Pengarusutamaan Gender (PUG), dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA), dan SDG’s. Hal tersebut sangat diharapkan untuk diimplementasikan di dalam program/ kegiatan/ sub kegiatan secara berkelanjutan, baik di tingkat desa maupun kawasan perdesaan. Pada saat ini, agenda pembangunan kawasan perdesaan merupakan sebuah peluang pengembangan desa menuju kemandirian dan daya saing desa. Dimana dengan terbangunnya kawasan perdesaan maka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya baru dapat berkembang dan dapat “merembes” ke desa-desa di sekitarnya. Desa akan membangun jejaring untuk mengembangkan “dirinya” menjadi Desa Mandiri. Dalam proses pembinaan desa, tingkat kemandirian desa dapat dikategorikan dalam dimensi/ klaster/bidang tertentu, sesuai dengan potensi desa. 
Kabupaten Blitar secara umum, desa memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA) yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kekuatan menuju kemandirian desa. Inovasi desa berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG), keragaman adat istiadat dan budaya masyarakat perdesaan yang dilestarikan sebagai wahana membangun karakter desa, penataan kelembagaan masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi modal sosial pembangunan, perkembangan lembaga ekonomi perdesaan yang dapat diwujudkan sebagai lokomotif penggerak perekonomian desa, dan potensi tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pengembangan sistem informasi/ teknologi informasi dalam melayani masyarakat perdesaan. 
Model tata kelola potensi dan kekayaan tersebut dapat dirangkai menjadi grand design pembangunan kawasan-kawasan perdesaan, berbasis pariwisata dan ekonomi mikro/ kreatif, pertanian, dan lingkungan (agropolitan, agroindustri, agrominawisata, ekowisata). Dengan adanya kawasan perdesaan, maka proses pembangunan akan berjalan 2 (dua) arah. Desa dapat bekerja sama dengan desa lainnya membangun jejaring antardesa, untuk  membentuk kawasan perdesaan (sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya), dan kawasan perdesaan akan menjadi sumber daya baru bagi desa, menjadi mandiri dan berdaya saing. 
Dalam perkembangannya, kemandirian desa di Kabupaten Blitar, dilaksanakan secara aktual, dengan mengkombinasikan antara konsep “Membangun Desa” dan “Desa Membangun”. Dimana Tingkat Perkembangan Desa di Kabupaten Blitar diukur melalui dimensi: pelayanan kebutuhan dasar; pelayanan umum; ketahanan ekonomi desa; ketahanan sosial desa; dimensi ekologi; dan inovasi desa.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Blitar merupakan leading sector di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, berperan serta dalam mendukung keberhasilan pembangunan di Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, yaitu Meningkatkan Kemandirian Desa.  
Dalam  melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah/ PD, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. 
Dinas PMD Kab. Blitar juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6  tentang Desa meningkatkan kemandirian desa melalui: (1) Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2) Optimalisasi Pembangunan Desa, dan (3) Optimalisasi Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat. 
Peningkatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan merupakan sebuah media, jawaban, dan langkah strategis bagi Kabupaten Blitar untuk menciptakan kemandirian desa. Langkah-langkah strategis tersebut diwujudkan dalam program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2021-2026. Dalam  arti bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Blitar merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Blitar Tahun 2016-2021, sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) PD yang bersifat strategis, berfungsi sebagai acuan pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2016-2021. Dokumen tersebut untuk selanjutnya diimplementasikan dalam  tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kab. Blitar. 
Renstra Dinas PMD Kab. Blitar menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun sebagai rencana pembangunan tahunan pada Dinas PMD Kab. Blitar, dimana dokumen ini dapat mengarahkan seluruh program dan kegiatan yang senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) dan money follow program, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. 
Proses penyusunan Renstra Dinas PMD Kab. Blitar berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Oleh karena itu, Renstra Dinas PMD Kab. Blitar merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah Kab. Blitar, Provinsi Jawa Timur, maupun nasional, yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga Renstra harus sinkron dan sinergis antar PD, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah daerah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.
Bagan 1.1
Bagan Alur Penyusunan Renstra Dinas PMD Kab. Blitar 
Tahun 2016-2021
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Tahapan penyusunan Renstra Dinas PMD Kab. Blitar adalah sebagai berikut: 
A. Tahap Persiapan 
1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra 
2. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra 
3. Pengumpulan data dan informasi 
B. Penyusunan Rancangan Renstra 
Pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, analisis renstra, perumusan isu strategis, perumusan visi-misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berikut target dan kerangka pendanaan melalui diskusi antar pemangku kepentingan 
C. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
Pengesahan Renstra dan Penetapan Renstra oleh Kepala Dinas PMD Kab. Blitar.
Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan program kegiatan maupun sub kegiatan Dinas PMD Kab. Blitar dan sekaligus langkah awal untuk melakukan Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka memperkuat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Zona Integritas, maupun Wilayah Bebas Korupsi.
1.2  Landasan Hukum
Landasan hukum Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2021-2026 mengacu pada: 
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara RI Th 2011 No 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara RI Th 2014 No 2090);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara RI Th 2014 No. 2094);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara RI Th 2015 No. 2037);
22. Peraturan Menteri Desa PDTT  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara RI Th 2015 No. 158);
23. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 160);
24. Peraturan Menteri Desa PDTT  Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 296);
25. Peraturan Menteri Desa PDTT  Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara RI Tahun 2015 No. 304);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 4);
27. Peraturan Menteri Desa PDTT  Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 359);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 53);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara RI  Tahun 2016 No. 1038);
30. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 300);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2016 No. 1037);


32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara RI Th 2016 No.1100);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 155);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 156);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1223);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Th 2017 No. 1312);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1444);
38. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam (Berita Negara RI Tahun 2017 No. 1810);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 No. 611);
40. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1203);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 No.114);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 No. 1447);
43. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1569);
44. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 1633);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara RI Tahun 2020 No. 580);
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor … Tahun … tentang Rencana Strategis Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
48. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kab. Blitar Tahun 2013 No. 3/E);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D Tambahan Lembaran Daerah Kab. Blitar Tahun 2016 No. 17); 
50. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026;
51. Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2018 Susunan Kedudukan dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blitar;

1.3  Maksud dan Tujuan
	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2016-2021 dimaksudkan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program, kegiatan, sub kegiatan selama 5 (lima) tahun, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021.
  	Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2016-2021 adalah untuk:
1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun;
2. Merumuskan indikator dan target kinerja yang jelas dan terukur yang menjadi pedoman pencapaian perencanaan;
3. Menjadi instrumen pengukuran kinerja sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;
4. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Penganggaran Dinas PMD Kab. Blitar.

1.4  Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Dinas PMD Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:
BAB I 	PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki PD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra PD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas PD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra PD.
	2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD (Dinas PMD Kab. Blitar)
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
	Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan PD dalam 5 (lima) tahun mendatang, relevansi dan konsitensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan PD.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA  PENDANAAN
	Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
	Menjelaskan indikator kinerja PD (Dinas PMD Kab. Blitar) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD  dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, serta target Program Nasional maupun Provinsi.
BAB VII	PENUTUP



















BAB II
GAMBARAN PELAYANAN OPD


2.1  Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan. 
1. Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar meliputi: Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, dan Bidang Kelembagaan Masyarakat, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, maka tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan dalam jabatan struktural sebagai berikut:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahi:
1. Seksi Bina Pemerintahan dan Aparatur Desa;
2. Seksi Bina Keuangan Desa;
3. Seksi Bina Administrasi dan Aset Desa.
d. Bidang Pembangunan Desa, membawahi :
1. Seksi Kerja Sama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
2. Seksi Perkembangan Desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG);
3. Seksi Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat.
e. Bidang Kelembagaan Masyarakat, membawahi :
1. Seksi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Seksi Pendampingan Masyarakat; 
3. Seksi Pelestarian Adat, dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas
(1) Kepala Dinas sebagaimana mempunyai tugas pokok membantu Bupati memimpin dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi pemerintahan desa, pembangunan desa, serta kelembagaan masyarakat.
(2) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. Pelaksanaan validasi dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 
c. pengoordinasian penyusunan bahan, data, serta perumusan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
d. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa;
e. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa;
f. pengoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa;
g. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembinaan desa;
h. Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; 
i. pengoordinasian pembinaan UPTD; dan
j. pengoordinasian pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat
(1) Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pengendalian, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan verifikasi rancangan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan program kerja dan pengelolaan anggaran keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. pengoordinasian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Standard Operating Prosedure (SOP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
e. pengoordinasian pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
f. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; 
g. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
h. pengoordinasian pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pemerintahan Desa
(1) Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan sebagian tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Bidang Pemerintahan Desa yang meliputi Pemerintahan dan Aparatur Desa, Keuangan Desa, dan Administrasi dan Aset Desa. 
(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi :
a. Pengoordinasian pelaksanaan verifikasi rencana kegiatan bidang  pemerintahan desa;
b. pengoordinasian perumusan pelaksanaan bahan koordinasi program/kegiatan bidang pemerintahan desa;
c. pengoordinasian perumusan pedoman pelaksanaan pembinaan dan peningkatan pemerintahan dan aparatur desa, keuangan desa, serta administrasi dan aset desa;
d. pengoordinasian administrasi dan pemerintahan desa, fasilitasi dan pembinaan aparatur desa, keuangan desa, serta administrasi dan aset desa;
e. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur desa, keuangan desa, serta administrasi dan aset desa;
f. pengoordinasian pelaporan program dan kegiatan di bidang pemerintahan desa;
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

	Bidang Pembangunan Desa
(1) Kepala Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas mengkoordinasikan sebagian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam bidang pembangunan desa, meliputi kerja sama desa dan pembangunan kawasan perdesaan, perkembangan desa dan Teknologi Tepat Guna (TTG), pemberdayaan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat.
(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pembangunan Desa mempunyai fungsi :
a. pengoordinasian verifikasi bahan rencana program kegiatan bidang pembangunan desa;
b. pengoordinasian verifikasi bahan perumusan pedoman pelaksanaan dan teknis pembangunan desa;
c. pengoordinasian verifikasi bahan perumusan bahan koordinasi rencana program pengembangan bidang pembangunan desa;
d. pengoordinasian fasilitasi penyelenggaraan bantuan keuangan pemerintah untuk desa;
e. pengoordinasian pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan lembaga ekonomi desa dan usaha ekonomi masyarakat;
f. pengoordinasian pengembangan teknologi tepat guna dan pengembangan kawasan perdesaan;
g. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan pembangunan desa;
h. pengoordinasian verifikasi laporan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa; dan
i. pengoordinasian pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

Bidang Kelembagaan Masyarakat 
(1) Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan sebagian tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Bidang Kelembagaan Masyarakat, meliputi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Pendampingan Masyarakat, Pelestarian Adat dan Pengembangan Nilai Sosial Budaya Masyarakat .
(2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. pengoordinasian pelaksanan verifikasi rencana program kegiatan bidang kelembagaan masyarakat;
b. pengoordinasian pelaksanan verifikasi perumusan pedoman pelaksanaan dan teknis pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pengoordinasian pelaksanan verifikasi perumusan bahan koordinasi rencana program pengembangan bidang kelembagaan masyarakat;
d. pengoordinasian fasilitasi dan pembinaan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan;
e. pengoordinasian fasilitasi dan pembinaan dan pembinaan pendampingan masyarakat;
f. pengoordinasian fasilitasi pelestarian adat dan pengembangan nilai sosial budaya masyarakat;
g. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kelembagaan masyarakat;
h. pengoordinasian laporan program dan kegiatan di bidang kelembagaan masyarakat; dan
i. pengoordinasian pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Selengkapnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, disajikan dalam Bagan 2.1
Ketatalaksanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar tidak terlepas dari gambaran isu-isu strategis pembangunan secara umum maupun perkembangan isu-isu strategis terkait pemberdayaan masyarakat dan desa. Maka Dinas PMD Kab. Blitar menyelaraskan perkembangan isu strategis tersebut dengan sasaran strategis pembangunan Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 dengan menyusun proses bisnis (business process), sebagai dasar penyusunan SOTK Dinas PMD Kab. Blitar. Untuk selanjutnya,   dalam rangka mengimplementasikan program/ kegiatan/ sub kegiatan maka Dinas PMD Kab. Blitar menyusun dan menetapkan standar operasional baku (Standard Operational Procedure/ SOP). Kemudian SOP tersebut menjadi bagian dari Standar Pelayanan Publik, dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Peningkatan pelayanan publik harus ditingkatkan melalui berbagai pembenahan yang menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, kepegawaian, tata laksana dan akuntabilitas. Diharapkan, hal ini dapat menghasilkan pelayanan yang prima yaitu pelayanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 
[image: ]Kabupaten Blitar




















2.2  Sumber Daya Perangkat Daerah
1. Sumber Daya Manusia (SDM)
Pengelolaan Sumber Daya Manusia pada Dinas PMD Kab. Blitar dititikberatkan untuk mendukung pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar tahun 2021-2026, khususnya misi ke-3 yaitu “Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas”. Saat ini, Dinas PMD Kab. Blitar didukung oleh 30 Orang PNS (update per Agustus 2021). Dengan didasari atas keberagaman komposisi kepegawaian baik dari sisi usia, jenis kelamin (gender), golongan maupun tingkat pendidikan. 
Penerapan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) diarahkan untuk memenuhi kompetensi Dinas PMD Kab. Blitar secara organisasi dan mengembangkan kompetensi pegawai sesuai kebutuhan.
Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon
Dilihat dari tingkat eselonnya, di lingkungan Dinas PMD Kab. Blitar terdapat 1 orang eselon II , Eselon III sebanyak 4 orang. Sedangkan jumlah pegawai Eselon IV dan Pelaksana secara berturut-turut sebesar 11 orang dan 14 orang.
TOTAL : 
30 Orang


Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Dilihat dari tingkat golongannya, sebagian besar pegawai Dinas PMD Kab. Blitar berada di golongan III, yaitu sebanyak 22 orang. Sedangkan jumlah pegawai dengan golongan II dan IV secara berturut-turut sebesar 2 orang dan 6 orang.



Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia
Dilihat dari stuktur komposisi usia, pegawai di lingkungan Dinas PMD Kab. Blitar masih tergolong dalam usia produktif, dimana komposisi pegawai masih didominasi oleh kelompok Generasi Millenials yaitu sebanyak 6 pegawai (20%) dan pegawai dari kelompok Generasi X berjumlah 13 pegawai (43%), Kelompok Baby Boomers berjumlah 8 pegawai (27%) dan Kelompok Generasi Z berjumlah 3 pegawai (10%)
Dengan postur SDM yang demikian, diharapkan managemen pengelolaan SDM di Dinas PMD Kab. Blitar mampu menciptakan sumber daya yang kompetitif, kritis dan inovatif untuk mendukung kemajuan organisasi.


Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dilihat dari struktur tingkat pendidikannya, sebagian besar pegawai Dinas PMD Kab. Blitar telah berpendidikan tinggi. Berdasarkan data kepegawaian per Agustus 2021, sebanyak 7 pegawai (23%) dari total jumlah pegawai Dinas PMD Kab. Blitar (30 orang) telah memperoleh pendidikan S2; sebanyak 21 pegawai (70%) telah memperoleh pendidikan S1; sebanyak 1 pegawai (4%) berpendidikan DIII, sementara yang lainnya sebanyak 1 pegawai (3%) memiliki pendidikan SMA/ DI ke bawah.













Mengacu pada tugas pokok dan fungsi pada Dinas PMD Kab. Blitar, maka kondisi ideal jumlah kebutuhan PNS sebanyak 60 orang, yang terdiri dari 16 pejabat struktural dan 44 pelaksana.

2. Sarana Prasarana
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi/ tupoksi pada Dinas PMD Kab. Blitar didukung dengan sarana dan prasarana kantor yang cukup memadahi. Aset pada Dinas PMD Kab. Blitar terdiri dari 10 jenis bidang barang, yaitu (1) Tanah, (2) Peralatan dan Mesin, (3) Gedung dan Bangunan, (4) Jalan, Irigasi, Jaringan, (5) Aset Tetap Lainnya, (6) Aset Tak Berwujud. 
Barang Milik Daerah (BMD) tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kinerja pada Dinas PMD Kab. Blitar, cukup diperlukan pemeliharaan untuk menjaga kondisi aset dimaksud. Untuk mendukung mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kab. Blitar selama 5 (lima) tahun ke depan, perlu dilakukan pemeliharaan dan perbaikan maupun pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana perkantoran antara lain pemeliharaan gedung/ ruangan, revitalisasi ruang arsip, pengadaan barang inventaris kantor/ rumah tangga, alat angkutan/ kendaraan dinas, alat-alat studio/ komunikasi.

Selengkapnya, data Sumber Daya Sarana dan Prasarana (Aset) pada Dinas PMD Kab. Blitar sebagaimana pada Tabel 2.2.2.

Tabel 2.2.2
Data Sarana dan Prasarana pada Dinas PMD Kab. Blitar 
(Kondisi per Desember 2020)

	NO
	JENIS ASET
	NILAI
	KET.

	1
	Tanah
	       9.563.400.000,00 
	 

	2
	Peralatan dan Mesin
	      2.961.739.100,00 
	 

	3
	Gedung dan Bangunan
	       1.073.000.339,33 
	 

	4
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
	             23.150.000,00 
	 

	5
	Aset Tetap Lainnya
	 0.00 
	 

	6
	Aset Tak Berwujud
	           289.400.000,00 
	 

	 
	Jumlah
	     13.910.689.439,33 
	 



2.3  Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Capaian kinerja 4 (empat) sasaran strategis pada Dinas PMD Kab. Blitar dari tahun 2016 - 2021 rata-rata dapat tercapai. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal dikarenakan situasi dan kondisi lingkungan yang sedang menghadapi pandemi COVID-19, dimana pemerintah pusat, daerah, maupun desa fokus dalam penanganan pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas PMD Kab. Blitar adalah sebagai berikut:
(1) Sasaran Strategis 1, terwujudnya perkembangan kawasan perdesaan, dengan indicator Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan. Dalam pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan (Tahun 2017-2020) dan Program Kerja Sama Desa (Tahun 2021) dengan target capaian akhir 70 %.
(2) Sasaran Strategis 2, terwujudnya kapasitas lembaga ekonomi perdesaan dengan indikator persentase BUMDesa Sehat. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan (Tahun 2017-2020) dan Program Administrasi Pemerintahan Desa (Tahun 2021) dengan target capaian akhir 55 %. 
(3) Sasaran Strategis 3, terwujudnya pemerintahan desa yang berkinerja baik, dengan indikator persentase pemerintahan desa yang berkinerja baik. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa (Tahun 2017-2020) dan pada tahun 2021 didukung oleh Program Penataan Desa dan Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan target capaian akhir 100 %.
(4) Sasaran Strategis 4, terwujudnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan, dengan indikator persentase swadaya masyarakat terhadap PADes. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa (Tahun 2017-2020) dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat (Tahun 2021) dengan target capaian akhir 40 %.
Selengkapnya pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas PMD Kab. Blitar adalah sebagaimana terinci dalam Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kab. Blitar, sebagai berikut:
Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PMD Kab. Blitar
	No
	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi SKPD
	Target NSPK
	Target IKK
	Target Indikator Lainnya
	Target Renstra SKPD Tahun ke- (dalam %)

	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1
	Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan
	-
	-
	-
	40
	40
	50
	60
	70

	2
	Persentase BUMDesa Sehat
	-
	-
	-
	35
	40
	45
	50
	55

	3
	Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik
	-
	-
	-
	50
	60
	70
	80
	90

	4
	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap PADes
	-
	-
	-
	20
	25
	30
	35
	40



	No
	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi SKPD
	Target NSPK
	Target IKK
	Target Indikator Lainnya
	Realisasi Renstra SKPD Tahun ke- (dalam %)

	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021 *)

	1
	Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan
	-
	-
	-
	40
	41,67
	50
	50
	70

	2
	Persentase BUMDesa Sehat
	-
	-
	-
	38,18
	40
	45
	31,82
	55

	3
	Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik
	-
	-
	-
	52,27
	63,64
	70
	80
	90

	4
	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap PADes
	-
	-
	-
	20,72
	26,21
	47,30
	10,07
	40




	No
	Indikator Kinerja Sesuai Tugas & Fungsi SKPD
	Target NSPK
	Target IKK
	Target Indikator Lainnya
	Ratio Capaian Renstra SKPD Tahun ke- (dalam %)

	
	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021 *)

	1
	Persentase Perkembangan Kawasan Perdesaan
	                 - 
	                 - 
	                 - 
	100,00
	104,17
	100,00
	83,33
	100,00

	2
	Persentase BUMDesa Sehat
	                 - 
	                 - 
	                 - 
	100,09
	100,00
	100,00
	63,64
	100,00

	3
	Persentase Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik
	                 - 
	                 - 
	                 - 
	104,55
	106,07
	100,00
	100,00
	100,00

	4
	Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap PADes
	                 - 
	                 - 
	                 - 
	103,61
	104,84
	157,68
	28,77
	100,00




Dari data tersebut dapat didiskripsikan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMD Kab. Blitar secara garis besar telah tercapai. Adapun faktor-faktor pendorong dan penghambat tercapainya Indikator Kinerja Utama tersebut antara lain:
Faktor Pendorong:
1. Sumber Daya Aparatur Dinas PMD Kab. Blitar yang memiliki semangat kerja, teamwork yang solid, dan kepemimpinan yang efektif;
2. Sistem perencanaan, penganggaran, dan pengendalian kelembagaan, meliputi aspek kinerja dan pengelolaan keuangan, yang telah berjalan sesuai prosedur;
3. Pengendalian dan keterpaduan data, informasi, dan komunikasi lintas bidang (baik internal maupun eksternal);
Faktor Penghambat:
1. Keberlanjutan anggaran program dan kegiatan yang mempengaruhi cakupan pemberdayaan masyarakat dan desa, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja kelembagaan;
2. Kebijakan pemerintah pusat yang seringkali berubah dengan cepat, mengakibatkan perangkat daerah membutuhkan waktu untuk proses penyesuaian/ pengimplementasian kebijakan/ peraturan tersebut;
3. Pandemi COVID-19 yang secara tiba-tiba mengubah pola hidup, pola kerja masyarakat dan aparatur, serta ruang gerak yang terbatas. Alokasi anggaran program/ kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa dialihkan dalam proporsi yang relatif besar untuk penanggulangan Pandemi COVID-19.
Pencapaian kinerja dimaksud didukung dengan Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Blitar pada Dinas PMD Kab. Blitar baik Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai/ Gaji dan Tunjangan) maupun Belanja Langsung sebagai berikut:











Tabel 2.3.2 Anggaran & Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas PMD Kab. Blitar

	URAIAN
	ANGGARAN TAHUN KE-

	
	TAHUN 1 (2017)
	TAHUN 2 (2018)
	TAHUN 3 (2019)
	TAHUN 4 (2020)
	TAHUN 5 (2021)

	TAHUN 2017-2020
	17.167.688.500 
	10.775.321.600 
	16.683.205.536 
	14.260.418.838 
	                         -   

	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	  2.002.143.000 
	  1.802.691.600 
	  2.590.708.250 
	  2.595.515.453 
	                           -   

	Belanja Gaji & Tunjangan
	  2.002.143.000 
	  1.802.691.600 
	  2.590.708.250 
	  2.595.515.453 
	                           -   

	BELANJA LANGSUNG
	15.165.545.500 
	  8.972.630.000 
	14.092.497.286 
	11.664.903.385 
	                           -   

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	 1.239.700.500 
	     973.961.000 
	  1.287.541.270 
	 2.359.531.042 
	                           -   

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	      305.000.000 
	     159.000.000 
	     316.415.000 
	     421.720.000 
	                         -   

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	     150.000.000 
	       85.400.000 
	     231.409.016 
	 - 
	                         -   

	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	     200.000.000 
	       41.000.000 
	       29.720.000 
	       33.648.769 
	                        -   

	Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan
	     675.600.000 
	 4.705.864.000 
	 6.555.220.000 
	 4.975.490.000 
	                           -   

	Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan
	     748.500.000 
	     500.000.000 
	 1.001.600.000 
	     502.319.000 
	                           -   

	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
	 1.686.900.000 
	 1.536.275.000 
	 2.940.297.000 
	 3.074.132.300 
	                           -   

	Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa
	10.159.845.000 
	     971.130.000 
	 1.730.295.000 
	     298.062.274 
	                           -   

	TAHUN 2021
	                           -   
	                          -   
	                         -   
	                          -   
	12.830.840.900 

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	                             - 
	                             - 
	                             - 
	                             - 
	  4.535.658.250 

	Program Penataan Desa
	                             - 
	                             - 
	                             - 
	                             - 
	     375.000.000 

	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
	                             - 
	                             - 
	                             - 
	                             - 
	     654.222.000 

	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	                             - 
	                             - 
	                             - 
	                             - 
	 6.502.064.400 

	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
	                             - 
	                             - 
	                             - 
	                             - 
	     763.896.250 

	TOTAL
	17.167.688.500 
	10.775.321.600 
	16.683.205.536 
	14.260.418.838 
	12.830.840.900 




	URAIAN
	REALISASI ANGGARAN TAHUN KE-

	
	TAHUN 1 (2017)
	TAHUN 2 (2018)
	TAHUN 3 (2019)
	TAHUN 4 (2020)
	TAHUN 5 (2021)

	TAHUN 2017-2020
	16.884.503.084 
	10.654.454.304 
	16.309.280.977 
	13.634.938.897 
	                             - 

	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	  1.963.016.379 
	  1.790.999.499 
	  2.473.135.997 
	  2.422.669.330 
	                           -   

	Belanja Gaji & Tunjangan
	  1.963.016.379 
	  1.790.999.499 
	  2.473.135.997 
	   2.422.669.330 
	                           -   

	BELANJA LANGSUNG
	14.921.486.705 
	  8.863.454.805 
	13.836.144.980 
	11.212.269.567 
	                           -   

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	  1.214.847.852 
	      969.801.045 
	  1.271.626.924 
	  2.238.505.705 
	                           -   

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	      295.498.600 
	      145.898.500 
	      308.541.300 
	      390.312.774 
	                           -   

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	      144.000.000 
	        85.400.000 
	      231.409.016 
	 - 
	                           -   

	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	      185.251.200 
	        40.910.450 
	        29.640.770 
	        33.618.105 
	                           -   

	Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan
	      660.125.100 
	  4.684.548.215 
	  6.460.939.515 
	  4.730.295.000 
	                           -   

	Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan
	      745.440.000 
	      499.027.035 
	      974.897.800 
	      501.459.800 
	                           -   

	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
	  1.639.750.891 
	  1.482.395.708 
	   2.902.462.384 
	   3.021.724.719 
	                           -   

	Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa
	10.036.573.062 
	      955.473.852 
	  1.656.627.271 
	      296.353.464 
	                           -   

	TAHUN 2021
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	  6.107.451.747 

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	   2.527.313.375 

	Program Penataan Desa
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	      308.660.000 

	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	      609.069.750 

	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	  2.322.079.372 

	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	                           -   
	      340.329.250 

	TOTAL
	16.884.503.084 
	10.654.454.304 
	16.309.280.977 
	13.634.938.897 
	  6.107.451.747 







	URAIAN
	RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN KE-

	
	TAHUN 1 (2017)
	TAHUN 2 (2018)
	TAHUN 3 (2019)
	TAHUN 4 (2020)
	TAHUN 5 (2021)

	TAHUN 2017-2020
	                  97,45 
	                  98,74 
	                  97,06 
	                  88,14 
	                             - 

	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	                  98,05 
	                  99,35 
	                  95,46 
	                  93,34 
	                             - 

	Belanja Gaji & Tunjangan
	                  98,05 
	                  99,35 
	                  95,46 
	                  93,34 
	                             - 

	BELANJA LANGSUNG
	                  96,86 
	                  98,14 
	                  98,66 
	                  82,93 
	                             - 

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	                  98,00 
	                  99,57 
	                  98,76 
	                  94,87 
	                           - 

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	                  96,88 
	                  91,76 
	                  97,51 
	                  92,55 
	                           - 

	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	                  96,00 
	                100,00 
	                100,00 
	                           - 
	                           - 

	Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan
	                  92,63 
	                  99,78 
	                  99,73 
	                  99,91 
	                           - 

	Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan
	                  97,71 
	                  99,55 
	                  98,56 
	                  95,07 
	                           - 

	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
	                  99,59 
	                  99,81 
	                  97,33 
	                  99,83 
	                           - 

	Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa
	                  97,20 
	                  96,49 
	                  98,71 
	                  98,30 
	                           - 

	TAHUN 2021
	                           - 
	                           - 
	                           - 
	                           - 
	 

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	                           - 
	                           - 
	                           - 
	                           - 
	                  47,60 

	Program Penataan Desa
	                           - 
	                           - 
	                           - 
	                           - 
	                  55,72 

	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
	                           - 
	                           - 
	                           - 
	                           - 
	                  82,31 

	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	                           - 
	                           - 
	                           - 
	                           - 
	                  93,10 

	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
	                           - 
	                           - 
	                           - 
	                           - 
	                  35,71 

	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 








	URAIAN
	RERATA PERTUMBUHAN

	
	ANGGARAN
	REALISASI

	TAHUN 2017-2020
	 
	 

	BELANJA TIDAK LANGSUNG
	 
	 

	Belanja Gaji & Tunjangan
	                  29,64 
	23,42

	BELANJA LANGSUNG
	 
	 

	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	                  90,33 
	84,26

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	                  38,27 
	32,09

	Program Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	                   54,27 
	60,70

	Program Pengembangan Desa dan Kawasan Perdesaan
	-83,18 
	-81,85

	Program Pemberdayaan Ekonomi Perdesaan
	                636,46 
	616,58

	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
	-32,89 
	-32,73

	Program Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa
	                   82,24 
	84,28

	TAHUN 2021
	 
	 

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	                             - 
	                             - 

	Program Penataan Desa
	                             - 
	                             - 

	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
	                             - 
	                             - 

	Program Administrasi Pemerintahan Desa
	                             - 
	                             - 

	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat
	                             - 
	                             - 

	TOTAL
	 
	 



Dari tabel di atas, maka dapat dianalisa bahwa ketersediaan anggaran untuk program/ kegiatan Dinas PMD Kab. Blitar mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Akan tetapi pada tahun 2020 dan 2021 anggaran mengalami penurunan dikarenakan refocusing penanganan Pandemi COVID-19.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Mencermati hasil analisis gambaran pelayanan pada Dinas PMD Kab. Blitar, maka dapat dirumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan dalam 5 (lima) tahun ke depan pada Dinas PMD Kab. Blitar sebagai berikut:
Tabel 2.4
Tantangan dan Peluang dalam Pengembangan Pelayanan 
Dinas PMD Kab. Blitar
	TANTANGAN
	PELUANG

	Lemahnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur Dinas PMD Kab. Blitar dalam pembinaan masyarakat dan desa
	Adanya kesempatan pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur melalui pelatihan/ bimtek/ lokakarya pengembangan pembinaan dan pendampingan masyarakat dan desa 


	Perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang kelembagaan dan jabatan fungsional
	Adanya kesempatan untuk melaksanakan bimtek/ lokakarya internal terkait dengan penyusunan kelembagaan dan pendalaman tugas jabatan fungsional pemberdayaan masyarakat dan desa


	Adanya pelimpahan tugas dan wewenang terkait dengan pembinaan desa dari perangkat daerah terkait

	Adanya kesempatan untuk mengembangkan kelembagaan/ organisasi yang efektif


	Belum terintegrasinya pembinaan pemerintahan desa, penataan desa, kerja sama desa/ kawasan perdesaan, dan kelembagaan masyarakat

	Adanya penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dapat mendorong kinerja kelembagaan secara integratif


	Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

	Adanya kesempatan untuk melaksanakan FGD/ Lokakarya internal yang bersifat pendalaman tugas dan pendalaman perkembangan isu-isu penyelenggaraan pemerintahan desa


	Belum optimalnya pembinaan administrasi keuangan dan aset desa 
	Adanya klinik desa, tim monitoring dan evaluasi administrasi keuangan dan asset desa


	Belum optimalnya pembinaan kerja sama desa dan kawasan perdesaan
	Adanya Forum BKAD, Rencana Kerja Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP) dan Tim Koordinasi Pengembangan Kawasan Perdesaan (TKPKP)


	Belum Optimalnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dalam pembangunan partisipatif
	Adanya komitmen pimpinan dan staf serta antusiasme masyarakat dalam membangun desa/ kelurahan secara partisipatif







BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH


3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas PMD Kab. Blitar telah dianalisa di dalam Bab II baik secara internal maupun eksternal. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor atau hubungan antarvariabel, sebagai berikut:
Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas PMD Kab. Blitar
	No
	MASALAH POKOK
	MASALAH
	AKAR MASALAH

	1
	Belum Optimalnya Peningkatan Desa berkategori Maju
	Lemahnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur Dinas PMD Kab. Blitar dalam pelayanan kepada masyarakat dan desa

	Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, bimtek, lokakarya peningkatan kapasitas aparatur, evaluasi kinerja aparatur belum optimal

	
	
	Perubahan dan perkembangan peraturan perundang-undangan tentang kelembagaan dan jabatan fungsional

	Penyelenggaraan Sosialisasi peraturan perundang-undangan belum dilaksanakan secara berkesinambungan

	
	
	Adanya pelimpahan tugas dan wewenang terkait dengan pembinaan desa dari perangkat daerah terkait

	Pendelegasian tugas dan wewenang belum diikuti dengan pengembangan organisasi pada Dinas PMD Kab. Blitar

	
	
	Belum terintegrasinya pembinaan pemerintahan desa, penataan desa, kerja sama desa/ kawasan perdesaan, dan kelembagaan masyarakat

	Implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum optimal

	
	
	Belum optimalnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa

	Pelaksanaan sistem pembinaan belum optimal

	
	
	Belum optimalnya pembinaan administrasi keuangan dan aset desa 

	Jumlah aparatur yang memiliki spesifikasi administrasi keuangan dan pengelolaan aset masih terbatas

	
	
	Belum optimalnya pembinaan kerja sama desa dan kawasan perdesaan

	Penyediaan data dan informasi terkait potensi desa/ kawasan perdesaan, maupun potensi kerja sama antar desa maupun dengan pihak ketiga belum optimal

	
	
	Belum Optimalnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dalam pembangunan partisipatif

	Pelaksanaan sistem pemberdayaan belum optimal



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
Kabupaten Blitar di dalam tata pemerintahannya terdiri dari 22 (dua puluh dua) kecamatan, 220 (dua ratus dua puluh) desa dan 28 (dua puluh delapan) kelurahan. Dimana masing-masing wilayah tersebut memiliki karakteristik ekonomi sosial budaya yang berbeda, sesuai dengan kondisi geografis dan topografis di masing-masing wilayah. Di dalam kondisi tersebut terdapat potensi isu-isu kemasyarakatan yang berkembang, dan memerlukan tindak lanjut dalam kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Isu-isu strategis setelah melalui proses identifikasi, maka tersusunlah isu-isu strategis Kab. Blitar antara lain: 
1. Pentingnya Pemerataan Akses dan Pemenuhan Standar Layanan  Pendidikan serta Pengembangan Pendidikan Karakter  Terintegrasi dengan Pendidikan Formal dan NonFormal;
2. Tantangan untuk Memperluas Layanan Kesehatan dan Kualitas  Fasilitas Kesehatan yang Memiliki Standarisasi Tersertifikasi;
3. Pentingnya Perhatian Terhadap Percepatan Pengentasan Stunting dengan Promosi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Berbasis Kesadaran Kesehatan Keluarga;
4. Pentingnya Pengembangan UMKM, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dengan Menghadirkan Investasi Yang Mampu Menyerap Tenaga Kerja Secara Luas dan Meningkatkan PAD;
5. Pentingnya Keberpihakan Pada Petani, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi Pertanian dan Industri Olahan Hasil Pertanian Untuk Menumbuhkan Produksi Dan Produktivitas Pertanian serta Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah;
6. Mengakselerasi Pembangunan Kawasan Strategis yang Sesuai Dengan Penataan Ruang Dengan Menyediakan Infrastruktur Penunjang Aksesibilitas dan Sarana Prasarana Dasar;
7. Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana dan Daya Dukung Lingkungan Dengan Perubahan Perilaku Masyarakat Dan Ketersediaan Sarana-Prasarana;
8. Tantangan Penyediaan Infrastruktur Dasar Rumah Layak Huni, Sanitasi Layak, dan Ketersediaan Air Bersih;
9. Pentingnya Mengintegrasikan Treatment Pengentasan Kemiskinan Secara Terpadu dan Berorientasi Pada Keberdayaan Masyarakat Miskin
10. Keberpihakan Terhadap Keberdayaan Perempuan dan Penyandangan Masalah Kesejahteraan Sosial Serta Perlindungan Anak, Perempuan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
11. Tuntutan Terhadap Percepatan Reformasi Birokrasi dan Pencegahan Korupsi;
12. Tantangan Penyediaan Layanan Public Yang Lebih Cepat, Baik dan Murah Berbasis Teknologi Informasi Yang Terintegrasi.
Berpedoman pada isu-isu strategis tersebut, maka Bupati-Wakil Bupati Blitar Periode Tahun 2016-2021, memiliki visi pembangunan daerah adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)”. 
Untuk mewujudkan Visi tersebut Bupati dan Wakil Bupati Blitar memiliki 6 (enam) misi antara lain : 
1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya.
2. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.
3. Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.
4. Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dengan misi-misi tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar berpartisipasi secara proaktif pada misi ke 3, yaitu: Pengoptimalan Kinerja Pemerintah Yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas. Misi ke-3 tersebut adalah langkah konkrit Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar untuk menjawab isu strategis terkait: 
1. Tuntutan terhadap percepatan reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi; dan 
2. Tututan penyediaan layanan publik yang lebih cepat, baik dan murah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
Tujuan dari Misi 3, adalah Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas, yang dibentuk dari sasaran pembangunan: 
1. Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa. 
2. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
Selanjutnya, secara terperinci faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan PD terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 sebagaimana berikut:

Tabel 3.2
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

	Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN BLITAR YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA BERLANDASKAN AKHLAK MULIA (BALDATUN, THOYYIBATUN, WA ROBBUN GHOFUUR)

	No.
	Misi 
	Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
	Faktor

	
	
	
	Penghambat
	Pendorong

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	
	

	1
	Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas
	Pelayanan Publik Berbasis E- Government (Internet Sambung Desa)

Pesona Blitar Raya (Mewujudkan Desa Mandiri)

	· Belum optimalnya sinergitas kebijakan, strategi, program, dan kegiatan antar PD terkait dengan pengembangan desa dan kawasan perdesaan

· Belum maksimalnya penerapan sistem/ model pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi:
1. Pembinaan Kerja Sama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
2. Penyelenggaraan Penataan Desa & Administrasi Pemerintahan Desa;
3. Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel., Pelestarian Adat dan Pendampingan Masyarakat

	· Adanya UU 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta aturan turunannnya. Maka  diperlukan adanya peningkatan kapasitas aparatur pemdes (aspek SDM maupun aspek Kelembagaan), peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan, dan kerja sama desa/ kawasan perdesaan
· Adanya Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Dinas PMD dan Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
· OPD dan SOTK baru dimana tingkat perkembangan desa dibina melalui aspek pemerintahan desa, pembangunan desa, kerja sama desa dan kelembagaan masyarakat





3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PMD Kab. Blitar dan selaras dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka perlu adanya sinkronisasi dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang bersinggungan dengan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, antara lain: 
1. Renstra Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) cq. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Tahun 2019-2024 ;
2. Renstra Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PPDT RI) Tahun 2019-2024; dan
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 .
Dengan demikian maka dapat ditelaah faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas PMD Kab. Blitar terhadap sasaran Renstra K/L/ dan Provinsi sebagai berikut:
Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas PMD Kab. Blitar 
terhadap Sasaran Renstra K/L dan Provinsi
	SASARAN RENSTRA K/L
	FAKTOR PENGHAMBAT
	FAKTOR PENDORONG

	Optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan Desa. 
	Kesadaran dan pemahaman Aparatur Pemdes terkait pelayanan prima masih minim;

Belum optimalnya pelaksanaan bimtek, pembinaan dan monev terkait pelayanan prima;

Belum adanya pengukuran kinerja bagi Aparatur Pemdes, SOP/SPM terkait pelayanan prima;
 
	Kemudahan akses untuk konsultasi dan koordinasi dengan Kemendagri (Ditjen Bina Pemerintahan Desa) maupun dengan Balai Besar.

Komitmen Pimpinan dan Staf untuk melaksanakan pemberdayaan pemerintahan desa.

Tersedianya pengembangan aplikasi digital

	Berkembangnya Status Perkembangan Desa, Terevitalisasinya BUMDesa, BUMDESMA, Kawasan Perdesaan, dan Menurunnya Angka Kemiskinan (SDG’s Desa)
	Di masa Pandemi COVID-19, banyak Lembaga Ekonomi Desa dan Usaha Ekonomi Masyarakat mengalami penurunan performa kinerja/ menjadi tidak sehat. Sehingga angka kemiskinan berpeluang naik dan perkembangan desa tidak signifikan
	Kemudahan akses untuk konsultasi dan koordinasi dengan Kemendes PDTT maupun dengan Balai Besar.

Komitmen Pimpinan dan Staf untuk meningkatkan status perkembangan desa, BUMDesa & BUMDESMA Sehat, Kawasan Perdesaan dan Angka Kemiskinan.

Tersedianya pengembangan aplikasi digital


	Meningkatnya kapasitas lembaga ekonomi perdesaan/ kelurahan, lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan, dan meningkatnya tata kelola pemerintahan desa
	Belum optimalnya sinergitas pembinaan antarbidang 
	Kemudahan akses untuk konsultasi dan koordinasi dengan Kemendes PDTT maupun dengan Balai Besar.

Komitmen Pimpinan dan Staf untuk melaksanakan pembinaan terpadu antar bidang.



Dengan demikian, untuk mewujudkan peningkatan status desa menjadi maju, maka dinas PMD Kab. Blitar harus menyelaraskan sasaran strategisnya dengan lembaga kementerian tersebut. Langkah strategis tersebut akan semakin diperkaya dengan menelaah dan menyelaraskan Renstra Dinas PMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta pelayanannya maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, terkait dengan rencana struktur dan pola ruang dalam RTRW Kabupaten Blitar. Keterkaitan tersebut meliputi pembangunan Kawasan Perdesaan yang terdiri dari:
1. Kawasan Perdesaan Agroindustri di Kecamatan Ponggok, dimana di wilayah tersebut termasuk dalam pengembangan wilayah bertema Agro/ Pertanian dan Bisnis dalam Dokumen RTRW Kab. Blitar;
2. Kawasan Perdesaan Agrominawisata di Kecamatan Nglegok, dimana di wilayah tersebut termasuk dalam pengembangan wilayah bertema Pertanian, Perikanan, dan Wisata dalam Dokumen RTRW Kab. Blitar;
3. Kawasan Perdesaan Pertanian Terpadu Kecamatan Wlingi, dimana di wilayah tersebut termasuk dalam pengembangan wilayah bertema Pertanian, Permukiman, Perdagangan, dan Perkotaan dalam Dokumen RTRW Kab. Blitar;
4. Kawasan Perdesaan Ekowisata Kecamatan Kesamben, dimana di wilayah tersebut termasuk dalam pengembangan wilayah bertema Pertanian dan Wisata dalam Dokumen RTRW Kab. Blitar;
Sesuai dengan Permendesa PDTT tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, maka salah satu syarat utama dalam pendirian dan penentuan tema kawasan perdesaan adalah dengan mengacu pada RTRW setempat.
3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2021-2026, maka tidak terdapat rekomendasi terkait tugas pokok dan fungsi serta pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, sehingga tidak dilakukan telaahan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis
Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena memiliki dampak yang sangat signifikan bagi daerah. Karakteristik dari isu strategis adalah bersifat penting, mendesak, mendasar, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa mendatang.
Hasil telaahan analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dan Rencana Strategis (Renstra) K/L maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, serta permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar telah diawali dalam FGD (Focus Group Discussion). Di dalam forum tersebut melibatkan seluruh unsur bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Berdasarkan hasil FGD tersebut, teridentifikasi beberapa isu strategis yang mendasar pada dinamika internasional, nasional, maupun regional/ lokal, sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.5.1
Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

	
No.
	Isu Strategis

	
	Dinamika Internasional
	Dinamika Nasional
	Dinamika Regional/ Lokal
	Lain-lain

	1

2
3
4
	COVID-19

SDG’s
Revolusi Industri 4.0
Perdagangan Bebas
	COVID-19

Pencanangan SDG’s Desa
Era Digitalisasi
Pertumb. Ekonomi Turun
PUG-PUHA
Reformasi Birokrasi 
	COVID-19 (Vaksinasi, PPKM)
Nangkis
e-Gov  
Pereko. Masy. Turun
Pengangguran
Penyederhanaan Birokrasi
	



Tabel 3.5.2
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

	No.
	Kriteria
	Bobot

	1


	Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran Rencana Strategis (Renstra) K/ L atau Rencana Strategis (Renstra) provinsi/ kabupaten/ kota
	20


	2
	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD
	10

	3
	Dampak yang ditimbulkan terhadap publik
	20

	4
	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah
	10

	5
	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani
	15

	6
	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan
	25

	TOTAL
	100



Berdasarkan kriteria dan pembobotan kriteria sebagaimana Tabel 3.5.2, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), dengan demikian dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.5.3. Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi samapi dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.5.4 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program. Hal tersebut dikarenakan isu strategis prioritas adalah isu yang menjadi prioritas janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/ kabupaten/ kota yang memiliki dampak positif terhadap masyarakat/ kepentingan publik.

Tabel 3.5.3
Nilai Skala Kriteria

	No.
	Isu Strategis
	Nilai Skala Kriteria Ke
	Total Skor

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Peningkatan Ketahanan Perekonomian Desa melalui Kerja Sama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan
	20
	10
	20
	10
	7
	25
	92

	2
	Pertumbuhan Perekonomian Turun, Pengangguran dan Kemiskinan Meningkat, Perlunya Penerapan SDG’s
	19
	9
	14
	10
	11
	20
	83

	3
	Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Penataan Desa
	18
	8
	16
	9
	9
	20
	80

	4
	Peningkatan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
	10
	9
	15
	7
	8
	20
	69

	5
	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kel
	11
	4
	20
	4
	6
	18
	63

	6
	Implementasi SAKIP dan RB, pengalihan tenaga fungsional, peningkatan tipe organisasi
	10
	6
	15
	8
	8
	15
	62

	7
	Situasi Pandemi COVID-19 sangat fluktuatif dan Percepatan Penanggulangannya (Vaksinasi, PSBB/PPKM)
	15
	6
	10
	6
	7
	6
	50

	8

	Pasar Bebas/ Globalisasi dan ASEAN Economic Community/ AEC
	10
	8
	12
	4
	5
	8
	47

	9
	Era Digital
	10
	8
	10
	4
	5
	8
	45

	10
	Revolusi Industri
	10
	8
	5
	4
	5
	8
	40

	11
	PUG-PUHA
	10
	8
	5
	4
	5
	7
	39



Berdasarkan hasil analisis pada analisis Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2021-2026, Renstra K/L, dan Renstra Provinsi, sesuai dengan hasil telaahan RTRW dan KLHS Kabupaten Blitar, dan hasil FGD maka ditentukan isu-isu strategis Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2021-2026 sebagai berikut:
1. Meningkatkan Ketahanan Perekonomian Desa melalui Kerja Sama Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan (secara tidak langsung dapat mendukung Pertumbuhan Perekonomian, Mengurangi Pengangguran dan Kemiskinan, dan meningkatkan penerapan SDG’s);
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa, implementasi penataan desa serta meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan desa;
3. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat melalui pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam pembangunan desa/ kelurahan secara partisipatif.
5. Meningkatkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi;

































BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN


4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
4.1.1 Tujuan Perangkat Daerah
Dalam rangka mencapai visi misi Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, Dinas PMD Kab. Blitar merumuskan visi misi tersebut secara teknis operasional melalui perumusan tujuan perangkat daerah. Tujuan tersebut merupakan penjabaran dari pernyataan visi misi dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, sehingga secara detail para pemangku kepentigan akan mengetahui goal setting perangkat daerah, dan mempertimbangkan aspek sumber daya yang dimilikinya. Tujuan tersebut harus dapat diukur dan dibandingkan dengan masa sebelum dan atau sesudahnya. Maka, tujuan tersebut memiliki indikator kinerja yang menjadi instrumen pengukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan tersebut. 
Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar adalah Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur. Visi  tersebut dijabarkan ke dalam 4 misi pembangunan daerah, dimana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas PMD Kab. Blitar berpartisipasi dalam pelaksanaan misi ke-3, yaitu Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif, dan Berintegritas.
Tujuan misi ke-3 adalah Mewujudkan pemerintahan daerah yang akuntabel, inovatif, dan berintegritas. Tujuan tersebut diukur dengan Indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Selanjutnya, tujuan tersebut dijabarkan dalam Sasaran misi ke-3, yaitu Meningkatnya Efisiensi dan Efektivitas serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, dengan indikator Persentase Desa Mandiri. 
Secara politis, Visi-Misi-Tujuan-Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 dikaitkan dengan Program Panca Bhakti, dimana Dinas PMD Kab. Blitar mengampu pada Panca Bhakti ke-3: Pelayanan Publik Berbasis E-Government (Internet Sambung Desa) dan Panca Bhakti ke-5: Pesona Blitar Raya (Kemandirian desa). 
Secara praksis, berdasarkan pada cascading tersebut Dinas PMD Kab. Blitar menetapkan Tujuan Perangkat Daerah, yaitu: Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri, dengan Indikator: Persentase Desa Mandiri. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam Sasaran Perangkat Daerah, yaitu: Meningkatnya Jumlah Desa Maju, dengan Indikator: Persentase Desa Maju serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, dengan Indikator: Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah.


4.1.2 Sasaran Perangkat Daerah
Sasaran Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Tujuan Perangkat Daerah, dimana Sasaran Dinas PMD Kab. Blitar yaitu: Meningkatnya Jumlah Desa Maju, dengan Indikator: Persentase Desa Maju serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, dengan Indikator: Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah. Sasaran tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan selama 5 (lima) tahun ke depan, dan menjadi acuan dalam penetapan indikator program, kegiatan, dan sub kegiatan.
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas PMD Kab. Blitar
	TUJUAN
	SASARAN
	Indikator
	Kondisi Kinerja pada Awal Periode Renstra (2020)
	Target

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	Target Akhir Periode Renstra

	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri
	Meningkatnya Jumlah Desa Maju
	Persentase Status Desa Maju
	63,18
	69,55
	71,82
	74,09
	76,36
	78,64
	80,91
	80,91

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
	Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah
	70.11/BB
	71/
BB
	72/
BB
	73/
BB
	74/
BB
	75/
BB
	76/
BB
	76/BB

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	















BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas PMD Kab. Blitar adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kab. Blitar Tahun 2021-2026. 
Strategi Dinas PMD Kab. Blitar dalam meningkatkan Status Desa Maju di Kab. Blitar, dilaksanakan melalui: konsep “membangun desa” dan “desa membangun”. dengan pendekatan analisa isu strategis pemberdayaan masyarakat dan desa, serta dengan media tugas pokok dan fungsi, sebagai upaya untuk menjawab tantangan strategis di Kab. Blitar.
Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka strategi pemberdayaan masyarakat di Kab. Blitar berorientasi pada Good Village Governance (penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik), dimana pemerintahan desa menjadi “ujung tombak” dalam mewujudkan desa maju dan mandiri. Hal tersebut dilakukan  melalui peningkatan kemampuan, kemandirian, dan partisipasi masyarakat perdesaan (people centered development). 
Secara operasional, diperlukan penumbuhkembangan semangat membangun diri bersama (togetherness in collective action), penguatan modal sosial dalam paradigma “desa membangun”, meliputi: 
(1) Pengembangan ketahanan/ kemampuan sosial (social capabilities) yang mencakup kemampuan masyarakat secara partisipatif dalam hal:
a. Memperoleh mata pencaharian (livelihoods capabilities);
b. Memenuhi kebutuhan dasar (basic needs fulfillment): kesehatan, pendidikan, permukiman, sarana transportasi, dan infrastruktur.
Pengembangan partisipasi masyarakat dalam membangun desa secara terarah (targetted) dan berkelanjutan, melalui: penguatan kemampuan individual, peningkatan kompetensi, penumbuhkembangan kreativitas masyarakat, dalam semangat “membangun diri bersama”. 
(2) Pengembangan ketahanan/ kemampuan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan (environmental management capabilities) yang terdiri atas: 
a. 	Pengendalian kualitas lingkungan perdesaan berbasis pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG); 
b.	Managemen bencana alam (tindakan pemetaan potensi rawan bencana dan penanggulangan bencana).
(3) 	Pengembangan ketahanan ekonomi (economic capabilities) yang meliputi: 
	a. 	Kemampuan masyarakat dalam mengakses dana permodalan usaha mikro; 
	b.	Penciptaan usaha ekonomi masyarakat berbasis kelompok-kelompok masyarakat (pokmas); 
	c.	Pengembangan kapasitas usaha dan jaringan pemasaran (antar desa/ wilayah), dimana BUMDesa dapat menjadi lokomotif/ penggerak bagi seluruh usaha masyarakat perdesaan. Dengan terbangunnya kawasan perdesaan, maka akan semakin mempercepat perkembangan ekonomi desa dan antar desa.  
(4)	Pengembangan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik (good governance capabilities), dimana didalamnya terdiri atas: 
	a. 	Penguatan Kelembagaan Desa (Pemerintahan dan Masyarakat); 
	b.	Penguatan SDM Desa (Aparatur dan Masyarakat);
	c.	Pengembangan Standarisasi Pelayanan Minimal Masyarakat; 
	d.	Peningkatan Kapasitas Managerial-Administratif dan Aspek Hukum Menuju Akuntabilitas Publik; dan
	e.	Pengembangan Inovasi/ Kreativitas/ Inisiatif Pemerintahan Desa Dalam Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Perumusan strategi mendasar pada berbagai alternatif strategi yang dimungkinkan untuk mencapai indikator sasaran sebagaimana tercantum pada Tabel 5.1  berikut

Tabel 5.1
Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar

	Faktor Eksternal





Faktor Internal
	Peluang (Opportunity):
a. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang;
b. Keterbukaan informasi dan teknologi komunikasi yang terus berkembang;
c. Akses pemasaran untuk hasil usaha masyarakat yang berdaya saing dan berkualitas;

	Tantangan (Threatment):
a. Perubahan paradigma dari pemerintah (government) menjadi pemerintahan (governance), pergeseran paradigma dari pembangunan ke pemberdayaan;
b. Implementasi Kebijakan pembangunan daerah yang diprioritaskan untuk desa dan kawasan perdesaan;
c. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) perdesaan yang melimpah, belum dikelola secara optimal;
d. Era Pasar Bebas, Globalisasi, ASEAN Economic Community (AEC);
e. Tingginya angka kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat.

	Kekuatan (Strenght):
a. Peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan Tupoksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. Tersedianya SDM Aparatur;
c. Koordinasi yang baik antar OPD
	Alternatif Strategi (S-O):
1. Peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD yang berorientasi pada penguasaan Teknologi Informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya pada pelayanan kesekretariatan dan 
2. Optimalisasi perencanaan, pengganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan
	Alternatif Strategi (S-T):
1. Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 
2. Peningkatan Kualitas Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Desa, Peningkatan Jejaring Desa, Pemanfaatan Teknologi berwawasan Lingkungan


	Kelemahan (Weakness):
a. Keterbatasan Penganggaran;
b. Data Dasar (Basic Data) pemberdayaan masyarakat belum optimal dan terintegrasi;
c. Belum optimalnya peran Pendampingan (Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Para Pemangku Kepentingan);
	Alternatif Strategi (W-O):
Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dan desa yang efektif (berbasis data) melalui teknologi informasi, dalam hal managerial penyelenggaraan pemerintahan desa

	Alternatif Strategi (W-T):
Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat  Desa dan Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat maupun kelembagaan masyarakat berbasis pada nilai adat dan kearifan lokal



Sumber: Hasil Analisa

Berdasarkan Penentuan Alternatif Strategi Pencapaian Indikator Sasaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar, maka strategi yang dilaksanakan adalah:
1. Strategi S-0
1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian, Sarana Prasarana, Pemeliharaan, dan Jasa Penunjang Perkantoran.
2. Peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD yang berorientasi pada penguasaan Teknologi Informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Optimalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi.
2. Strategi W-O
Pengembangan pemberdayaan pemerintahan desa, melalui pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 
3. Strategi W-T
Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat  Desa dan Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat maupun kelembagaan masyarakat 
4. Strategi S-T
1.	Peningkatan Kerja Sama Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Pengembangan Perekonomian Desa
Penentuan strategi untuk pencapaian indikator kinerja sasaran sebagaimana tersaji pada Tabel 5.2 berikut:
Tabel 5.2
Penentuan Strategi
	No
	SASARAN
	INDIKATOR SASARAN
	STRATEGI

	1.
	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan
	Indeks Kepuasan Aparatur
	Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian, Sarana Prasarana, Pemeliharaan, dan Jasa Penunjang Perkantoran

	
	
	
	Peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD yang berorientasi pada penguasaan Teknologi Informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik

	
	
	
	Optimalisasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan RB

	2.
	Meningkatnya Jumlah Desa Maju
	Persentase Desa Maju
	Pengembangan pemberdayaan pemerintahan desa, melalui pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

	
	
	
	Peningkatan Kerja Sama Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Pengembangan Perekonomian Desa

	
	
	
	Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat  Desa dan Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat maupun kelembagaan masyarakat berbasis inovasi 



Proses pengimplementasian strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program 5 (lima) tahun dari Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:
Tabel 5.3
Tabel Perumusan Kebijakan Umum 
Dinas PMD Kabupaten Blitar
	No.
	Perspektif
	Strategi 1: 
1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan, Kepegawaian, Sarana Prasarana, Pemeliharaan, dan Jasa Penunjang Perkantoran 
2. Peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD yang berorientasi pada penguasaan Teknologi Informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik
3. Optimalisasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan RB 

	
	
	
Kebijakan Umum
	Program

	1
	Perspektif Masyarakat
	-
	-

	2
	Perspektif Proses Internal
	Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

	3
	Perspektif Kelembagaan
	Peningkatan dokumen perencanaan dan Pelaporan PD yang berkualitas, Peningkatan kapasitas SOTK PD
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota


	4
	Perspektif Keuangan
	-
	-



















































































































































































	No.
	Perspektif
	Strategi 2: 
Pengembangan pemberdayaan pemerintahan desa, melalui pengembangan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa 

	
	
	Kebijakan Umum
	Program

	1
	Perspektif Masyarakat
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemdes Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

	2
	Perspektif Proses Internal
	-
	-

	3
	Perspektif Kelembagaan
	-
	-

	4
	Perspektif Keuangan
	-
	-








	No.
	Perspektif
	Strategi 3: 
Peningkatan Kerja Sama Desa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan Pengembangan Perekonomian Desa

	
	
	Kebijakan Umum
	Program

	1
	Perspektif Masyarakat
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemdes Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
	Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa

	2
	Perspektif Proses Internal
	
	

	3
	Perspektif Kelembagaan
	
	

	4
	Perspektif Keuangan
	-
	-











	No.
	Perspektif
	Strategi 4: 
Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat  Desa dan Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat maupun kelembagaan masyarakat berbasis pada inovasi

	
	
	Kebijakan Umum
	Program

	1
	Perspektif Masyarakat
	Peningkatan Partisipasi Lembaga Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa dan Optimalisasi Pendampingan Masyarakat 
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa

	2
	Perspektif Proses Internal
	-
	-

	3
	Perspektif Kelembagaan
	
	

	4
	Perspektif Keuangan
	-
	-


Dari perumusan kebijakan tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar menentukan kebijakan umum sebagai berikut :
1. Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan;
2. Peningkatan dokumen Perencanaan dan Pelaporan PD yang Berkualitas; 
3. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pembangunan Desa, Kerja Sama Desa, dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
4. Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dan TTG;
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemdes Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
6. Peningkatan Partisipasi Lembaga kemasyarakatan Desa dalam Pembangunan dan Optimalisasi Pendampingan Masyarakat.
Relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan adalah sebagaimana berikut:


Tabel 5.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

	VISI: Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju, dan Berdaya Saing

	MISI 6: Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan

	No
	Tujuan
	Sasaran
	Strategi
	Kebijakan

	1
	Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel
	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan
	Peningkatan Kapasitas SDM Dinas PMD yang berorientasi pada penguasaan Teknologi Informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya pada pelayanan kesekretariatan
	Peningkatan Pelayanan Kesekretariatan


	2
	Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel
	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Pengganggaran, dan Pelaporan yang Berkualitas
	Optimalisasi perencanaan, pengganggaran, pelaporan kinerja dan keuangan

	Peningkatan dokumen perencanaan dan Pelaporan OPD yang berkualitas

	3
	Meningkatkan Kemandirian Desa
	Terwujudnya Perkembangan Kawasan Perdesaan
	Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 
	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan 

	4
	
	Terwujudnya Kapasitas Lembaga Ekonomi Perdesaan
	Peningkatan Kualitas Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Desa, Peningkatan Jejaring Desa, Pemanfaatan Teknologi berwawasan Lingkungan

	Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan dan TTG

	5
	
	Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkinerja Baik
	Pengembangan model pemberdayaan masyarakat dan desa yang efektif (berbasis data) melalui teknologi informasi, dalam hal managerial penyelenggaraan pemerintahan desa
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemdes Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

	6
	
	Meningkatnya Partisipasi Lembaga Kemasyarakatan dalam Pembangunan
	Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat  Desa dan Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat maupun kelembagaan masyarakat berbasis pada inovasi
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Pembangunan Desa dan Optimalisasi Pendampingan Masyarakat 






BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar, maka hal-hal yang perlu dilakukan telah dirumuskan dalam tujuan dengan hasil yang diharapkan, sebagaimana tertuang dalam sasaran dengan indikator yang terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional. Cara mencapai tujuan dan sasaran telah dirumuskan dalam strategi dan kebijakan yang menjadi dasar dalam perumusan program dan kegiatan. Adapun relevansi dan konsistensi antara pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program adalah sebagaimana berikut:
Pelaksanaan program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar didukung oleh kegiatan-kegiatan rutin maupun teknis sebagai berikut:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 
Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan:
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan:
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD 
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 
Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, melalui sub kegiatan:
1. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan melalui sub kegiatan: 
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 
5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Kegiatan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatan:
1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui sub kegiatan:
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan  Kendaraan Dinas/ Ops. Atau Lapangan
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PROGRAM PENATAAN DESA
Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah daerah di dalam penataan desa yang memiliki ruang lingkup pembinaan tata ruang wilayah, kewenangan desa, dan sarana prasarana desa. Selanjutnya kegiatan tersebut dijabarkan dalam sub kegiatan:
1. Fasilitasi Tata Wilayah Desa
2. Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa
3. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa merupakan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam menggerakkan desa untuk saling bekerja sama dengan desa sekitarnya maupun desa lain dengan dasar pengembangan potensi desa. Kegiatan tersebut juga dapat memfasilitasi proses kerja sama desa dengan pihak BUMN/ BUMD/ BUMS dalam pengembangan desa melalui program CSR maupun bentuk program kerja sama lainnya. adapun kegiatan tersebut dijabarkan ke dalam sub kegiatan:
1. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa  (Dalam Kab./ Kota)
2. Fasilitasi Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga  (Dalam Kab./ Kota)
3. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Dalam hal ini, pemerintahan desa diarahkan menjadi “ujung tombak” pelayanan publik kepada masyarakat desa secara langsung, efektif dan efisien. Maka pemerintahan desa memiliki peranan yang sangat vital dalam mengembangkan keberdayaan masyarakat, mewujudkan kemajuan desa, dan kemandirian desa. Kegiatan dimaksud memiliki sub kegiatan:
1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
6. Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa
7. Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa
8. Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa
9. Penyelenggaraan Pemilihan , Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa
10. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian  Perangkat Desa
11. Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
12. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
13. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
14. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
15. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
16. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa/ Lomba Desa Kelurahan

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Dalam Daerah Kabupaten/ Kota, sub kegiatan:
1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/ Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Dasar Hukum Sub Kegiatan (Spesifik):
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
· Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
· Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa
· Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan PADes
Dasar Hukum Sub Kegiatan (Spesifik):
· Peraturan Menteri Desa PDTT  Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
Usaha Ekonomi Masyarakat (UEM) merupakan usaha ekonomi kelompok-kelompok masyarakat berbasis potensi desa. Pembinaan UEM tersebut difasilitasi pemda dan pemdes, menjadi UEM Produktif dan pada akhirnya menjadi unit-unit usaha BUMDesa. UEM Produktif tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa klaster pembinaan, seperti klaster penanggulangan kemiskinan, klaster feminisasi, klaster PUG, klaster kawasan perdesaan, dan lainnya. Dengan harapan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat diminimalisasi, penanggulangan kemiskinan dapat optimal, dan PADes dapat meningkat, dan perekonomian desa tumbuh dengan baik.


3. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 
Dasar Hukum Sub Kegiatan (Spesifik):
· Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pelestarian Sumber Daya Alam.
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah fasilitasi peningkatan peran pemerintah desa dalam pemanfaatan TTG. TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
Pengembangan TTG dilakukan melalui kegiatan antara lain: penelusuran, pemetaan, pengkajian, pendokumentasian, pelindungan, pemasaran.
Penerapan TTG dilakukan melalui kegiatan perekayasaan TTG dan  pendayagunaan TTG.
Pemasyarakatan TTG dilakukan melalui kegiatan: Gelar TTG (terdiri dari: a. pameran TTG; b. lokakarya TTG; c. temu inventor/inovator TTG dan/atau investor; d. forum komunikasi Posyantek; e. widyawisata teknologi; f. publikasi; dan g. festival/pameran potensi desa), Proyek percontohan (pilot project), Fasilitasi proses inkubasi, Komunikasi, informasi, publikasi TTG, Edukasi TTG; dan/atau Pembentukan lembaga/pos pelayanan TTG. 

4. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong (BBGRM)
Dasar Hukum Sub Kegiatan (Spesifik):
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan, yang dilaksanakan di desa/ kelurahan. 
Fasilitasi BBGRM dilakukan dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh dukungan/bantuan dari pemerintah/ lembaga swasta. Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di desa dan kelurahan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan seperti; Tim Penggerak PKK, Karang Taruna, RT/ RW dan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan/ lembaga lainnya.
Sub Kegiatan BBGRM dilaksanakan melalui:
a. Penilaian/ Evaluasi Pelaksanaan Gotong Royong Masyarakat tingkat kabupaten/ provinsi/ nasional;
b. Fasilitasi Pencanangan BBGRM Tk. Desa/ Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, maupun Nasional;
c. Fasilitasi pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
d. Fasilitasi pembentukan Tim Fasilitasi BBGRM Tk. Kab. Blitar, Fasilitasi Pembentukan Tim Pendamping BBGRM Kecamatan (untuk melakukan pendampingan terhadap Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindakianjut kegiatan BBGRM), Fasilitasi Pembentukan Tim Pelaksana BBGRM desa dan kelurahan (melakukan persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindakianjut kegiatan BBGRM)
5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Dasar Hukum Sub Kegiatan (Spesifik):
· Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
· Peraturan Menteri Desa PDTT  Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pemberdayaan Masyarakat;
· Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga adalah Sub Kegiatan yang memfasilitasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Blitar dalam menyelenggarakan Gerakan PKK di Kabupaten Blitar, meliputi:
a. Fasilitasi penguatan kapasitas Kelembagaan dan SDM TP PKK Kab. Blitar;
b. Fasilitasi pengembangan kinerja kelembagaan dan kerja sama antar lembaga;
	Pengembangan kinerja kelembagaan didasarkan pada arah kebijakan strategi penanggulangan kemiskinan, yang dilakukan melalui pengembangan penghidupan secara berkelanjutan (sustainable livelihood) bagi masyarakat miskin dan rentan, melalui berbagai kebijakan dan dukungan di tingkat lokal, regional, dan nasional, dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Upaya pengembangan program yang mendukung  peningkatan penghidupan yang berkelanjutan tersebut diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan rentan di perdesaan. 
	Hal tersebut dilakukan melalui Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka pencapaian SDG’s Desa, dengan peningkatan kapasitas rumah tangga miskin, perluasan kesempatan kerja dan wirausaha serta penyediaan infrastruktur ekonomi pendukung untuk pengembangan kawasan perdesaan.
	Kerja Sama antar Lembaga dapat dilaksanakan dengan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang menangani kegiatan PKK, maupun dengan lembaga lainnya.
c. Fasilitasi pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pendanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2021-2026 disajikan dalam Matriks/ Kertas Kerja Renstra Dinas PMD Tahun 2021-2026 dalam Lampiran.

Pendanaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan pada Dinas PMD Kab. Blitar Tahun 2021-2026 disajikan dalam Matriks/ Kertas Kerja Renstra Dinas PMD Tahun 2021-2026 dalam Lampiran.







BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Indikator dan target kinerja pada Dinas PMD Kab. Blitar memiliki kontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pada RPJMD Kab. Blitar Tahun 2021-2026, dimana Dinas PMD Kab. Blitar melaksanakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar: Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun kinerja penyelenggaraan bidang urusan dapat didiskripsikan sebagaimana terdapat dalam Tabel 7.1

Tabel 7.1
Tabel Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 
Tahun 2021-2026
	Sasaran RPJMD
	Indikator Kinerja Sasaran
	Kondisi Awal 2020
(Jml Desa: 220 Desa)
	
Target Indikator Kinerja Daerah


	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026

	Meningkatnya Desa Maju


	Persentase Desa Maju
	63,18
	69,55
	71,82
	74,09
	76,36
	78,64
	80,91

	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
	Nilai SAKIP dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah
	70.11/BB
	71/BB
	72/BB
	73/BB
	 74/BB
	75/BB
	76/BB
















BAB VIII
PENUTUP


Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 merupakan pedoman bagi aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan pembangunan sebagai unit kerja pelaksana bidang perencanaan dan penelitian pengembangan.  Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar ini berdasarkan pada Visi dan Misi Bupati Blitar terpilih sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2021 – 2026 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan atas Peraturan Bupati Nomor Nomor 8 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar. Selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.
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Eselon II (1 orang)


Eselon IV (11 orang)


Pelaksana (14 orang)


Eselon III (4 orang)


Pegawai Berdasarkan Golongan

Jumlah	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	6	22	2	Laki-Laki	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	3	14	1	Perempuan	Golongan IV	Golongan III	Golongan II	3	8	1	



PNS berdasarkan usia

PNS	
>	50 tahun (Baby Boomer)	>	40 tahun (Generasi X)	>	30 tahun (Millenial)	>	20 tahun (Generasi Z)	8	13	6	3	


Tingkat Pendidikan	
Magister	Sarjana	Diploma	SMA/SMK	7	21	1	1	
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KERTAS KERJA   …

Tabel T-C.27

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah

(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri 90/2019 dan pemuktahirannya)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

9 10 13 16 18 20 22

4.09 4.55 5.91 7.27 8.18 9.09 10.00

1 3 3 2 2 2

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

70.11/BB 71/BB 72/BB 73/BB 74/BB 75/BB 76/BB

139 153 158 163 168 173 178  

63.18 69.55 71.82 74.09 76.36 78.64 80.91

14 5 5 5 5 5

 

-                                  0                                 0                                  0                                  0                                 

Target  Rp  Target  Rp  Target  Rp  Target  Rp  Target  Rp  Target  Rp  Target  Rp 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Persen 70        74        4,704,625,891   74       4,296,428,502   75       4,648,325,074   76       5,414,792,384   77       5,428,777,995   78       5,461,170,536   78       25,249,494,489    Sekretariat DPMD

Dok 14        14        35,247,711        14       40,500,011        14       45,525,013        14       100,351,384      14       107,614,995      14       106,449,536            14  400,440,939         Sekretariat DPMD

Dok 2 2          15,247,711  2 25,500,011           2 30,525,013          2 50,351,384           2 57,614,995           2 56,449,536           2 220,440,939           Sub.Bag. 

Sungram & 

Keuangan

Dok 12 12 20,000,000           12 15,000,000           12 15,000,000          12 50,000,000           12 50,000,000           12 50,000,000           12 180,000,000           Sub.Bag. 

Sungram & 

Keuangan

Layanan 4          4            2,879,157,180  4   2,913,029,153  4  3,058,680,000  4   3,334,441,000  4   3,491,163,000  4   3,615,721,000  4   16,413,034,151 Sekretariat DPMD Kegiatan 

Administrasi 

Keuangan 

Perangkat Daerah

 Jumlah Laporan 

Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah yang 

Tepat Waktu 

Kegiatan 

Perencanaan, 

Penganggaran, 

dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat 

Daerah

Jumlah Dokumen 

Perencanaan, 

Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

yang Sesuai dengan 

Peraturan

Subkeg. Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Perangkat Daerah

 Jumlah Dokumen Renstra dan 

Renja PD yang sesuai dengan 

Peraturan 

Subkeg. Koordinasi 

dan Penyusunan 

Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtiar 

Realisasi Kinerja 

SKPD

 Jumlah Laporan Capaian 

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 

Kinerja SKPD 

3 4 5

PROGRAM 

PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/ KOTA

Rata-rata tingkat capaian 

kinerja kegiatan pada 

program penunjang urusan 

pemerintahan daerah

Data 

Capaian

pada 

Tahun 

Awal

Perenca

naan 

(2020)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja 

Perangkat 

Daerah 

Penanggung 

jawab



Lokasi

Tahun 1 (2021)

Tahun 2 (2022) Tahun 3 (2023) Tahun 4 (2024) Tahun 5 (2025) Tahun 6 (2026)

Persentase Status Desa Maju

DO = (Jml Ds Maju Per Thn berdasarkan IDM 

dibagi Total Desa) dikali 100%

Kode

Program, 

Kegiatan, dan Sub 

Kegiatan

Indikator Kinerja, Tujuan, 

Sasaran, Program 

(outcome), Kegiatan, dan 

Sub Kegiatan (output), 

Definisi Operasional

Satuan

Kondisi Kinerja pada akhir 

periode Renstra

Perangkat Daerah

Sasaran/ Indikator Sasaran/ (Definisi 

Operasional)

Target

2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat 

Daerah

Meningkatnya Jumlah Desa Maju

Tujuan/ Indikator Tujuan/ (Definisi 

Operasional)

Target

1

Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri

Persentase  Status Desa Mandiri

DO= (Jml Ds Mandiri Per Thn berdasarkan IDM 

dibagi Total Desa) dikali 100%
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Orang 30 27      2,809,157,180  30      2,843,030,753  30     2,985,182,000  30      3,134,441,000  30      3,291,163,000  30      3,455,721,000  30 15,709,537,751       Sub.Bag. 

Sungram & 

Keuangan

Layanan 1 1          50,000,000  1          50,000,000  1         52,500,000  1        100,000,000  1        100,000,000  1        100,000,000  1 402,500,000           Sub.Bag. 

Sungram & 

Keuangan

Dok 4 4            5,000,000  4            5,000,000  4           5,250,000  4          50,000,000  4          50,000,000  4          30,000,000  4 140,250,000           Sub.Bag. 

Sungram & 

Keuangan

Dok 12 12 15,000,000           12          14,998,400  12         15,748,000  12          50,000,000  12          50,000,000  12          30,000,000  12 160,746,400           Sub.Bag. 

Sungram & 

Keuangan

Orang 28        28               20,000,000  33        10,000,000  33     210,000,000  33      350,000,000  33      200,000,000  33      260,000,000  33     1,030,000,000 Sekretariat DPMD

Orang N/A N/A 20,000,000           33          10,000,000  33        210,000,000  33        350,000,000  33        200,000,000  33        260,000,000  33 1,030,000,000         Sub.Bag. Umum 

& Kepegawaian

Bulan 12 12      885,114,958  12      678,758,050  12     712,695,500  12      900,000,000  12      900,000,000  12      730,000,000  12     3,921,453,550 Sekretariat DPMD

Unit 40 40 219,394,958         40        189,469,000  40        198,942,000  40        200,000,000  40        200,000,000  40        180,000,000  40 968,411,000           Sub.Bag. Umum 

& Kepegawaian

Unit 20 20 5,000,000             20          10,805,700  20         11,346,000  20          50,000,000  20          50,000,000  20          50,000,000  20 172,151,700           Sub.Bag. Umum 

& Kepegawaian

Unit 3000 3000 290,720,000         3000        208,410,000  3000        218,830,500  3000        250,000,000  3000        250,000,000  3000        200,000,000  3000 1,127,240,500         Sub.Bag. Umum 

& Kepegawaian

Jenis 10 10 70,000,000           10          58,217,350  10         61,128,000  10        100,000,000  10        100,000,000  10        100,000,000  10 419,345,350           Sub.Bag. Umum 

& Kepegawaian

Kali 200 200 300,000,000         200        211,856,000  200        222,449,000  200        300,000,000  200        300,000,000  200        200,000,000  1000 1,234,305,000         Sub.Bag. Umum 

& Kepegawaian

Subkeg. 

Penyelenggaraan 

Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD

 Jumlah Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 



Subkeg. Penyediaan 

Peralatan Rumah 

Tangga

 Jumlah Peralatan RT yang 

Disediakan 

Subkeg. Penyediaan 

Bahan Logistik 

Kantor

 Jumlah Bahan Logistik Kantor 

yang Disediakan 

Subkeg. Penyediaan 

Barang Cetakan dan 

Penggandaan

 Jumlah/Jenis Barang Cetakan & 

Penggandaan yang Disediakan 



Kegiatan 

Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah

 Jumlah Waktu Pelaksanaan 

Administrasi Umum yang 

Akuntabel 

Subkeg. Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

 Jumlah Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor yang 

Disediakan 



Kegiatan 

Administrasi 

Kepegawaian 

Perangkat Daerah

 Jumlah ASN yang Mendapat 

Pelayanan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Subkeg. Bimbingan 

Teknis Implementasi 

Peraturan Perundang 

Undangan

 Jumlah Peserta Bimbingan 

Teknis Implementasi Peraturan 

Perundang-Undangan 

Subkeg. Penyediaan 

Administrasi 

Pelaksanaan Tugas 

ASN

 Jumlah ASN yang Disediakan 

Administrasi Pelaksanaan Tugas 

ASN 

Subkeg. Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/ Verifikasi 

Keuangan SKPD

 Jumlah Laporan Penatausahaan 

dan Pengujian/ Verifikasi 

Keuangan SKPD  

Subkeg. Koordinasi 

dan Penyusunan 

Laporan Keuangan 

Bulanan/ 

Triwulanan/ 

Semesteran SKPD

 Jumlah Laporan Keuangan 

Akhir Tahun 

Subkeg. Penyediaan 

Gaji dan Tunjangan 

ASN

 Jumlah ASN yang Mendapatkan 

Gaji & Tunjangan 
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Bulan 12        12             435,106,042  12      321,814,989  12     272,481,561  12      350,000,000  12      350,000,000  12      359,000,000  12     1,653,296,550 Sekretariat DPMD

Bulan 12         12         95,000,000           12          57,490,989  12         60,365,988  12        100,000,000  12        100,000,000  12        100,000,000  12 417,856,977           Sub.Bag. Umum 

& Kepegawaian

Bulan 12         12         20,106,042           12          53,690,000  12         56,375,000  12          70,000,000  12          70,000,000  12          70,000,000  12 320,065,000           Sub.Bag. Umum 

& Kepegawaian

Bulan 12         12         320,000,000         12        210,634,000  12        155,740,573  12        180,000,000  12        180,000,000  12        189,000,000  12 915,374,573           Sub.Bag. Umum 

& Kepegawaian

Bulan 12        12             450,000,000  12      332,326,299  12     348,943,000  12      380,000,000  12      380,000,000  12      390,000,000  12     1,831,269,299 Sekretariat DPMD

Bulan 12         12         250,000,000         12        159,550,000  12        167,528,000  12        180,000,000  12        180,000,000  12        180,000,000  12 867,078,000           Sub.Bag. Umum 

& Kepegawaian

Unit 2           2           200,000,000         2        172,776,299  2        181,415,000  2        200,000,000  2        200,000,000  2        210,000,000  2 964,191,299           Sub.Bag. Umum 

& Kepegawaian

Persen  40   50      259,550,000  60      100,000,000  70     250,000,000  80      300,000,000  90      300,000,000  100      300,000,000  100     1,250,000,000 Bidang 

Pemdes & 

Bidang 

Bangdes

DPMD

Desa 110      111           259,550,000  120          100,000,000  141          250,000,000  166          300,000,000  201          300,000,000  220          300,000,000  220     1,250,000,000 Bidang 

Pemdes & 

Bidang KM

Desa N/A N/A -                      5          50,000,000  10         50,000,000  15        100,000,000  20        100,000,000  25        100,000,000  25 400,000,000          

Kegiatan 

Penyelenggaraan 

Penataan Desa

Jumlah Desa yang Difasilitasi 

dalam Penyelenggaraan 

Penataan Desa

Sub.Keg. Fasilitasi 

Tata Wilayah Desa

Jumlah Desa yang Difasilitasi 

Dalam Penataan Wilayah Desa



PROGRAM 

PENATAAN DESA

Persentase Desa yang 

Memiliki Perdes (Perkades) 

tentang RTRW Desa, 

Kewenangan Desa



Definisi Operasional = (Jumlah Desa 

yang Memiliki Perdes ttg Penataan 

Desadibagi Jumlah Desa) dikali 

100%

Kegiatan 

Pemeliharaan 

Barang Milik 

Daerah Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

 Jumlah Waktu Pemeliharaan 

BMD Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Subkeg. Penyediaan 

Jasa Pemeliharaan, 

Biaya Pemeliharaan, 

Pajak, dan Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional/ 

Lapangan

 Jumlah Waktu Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak dan 

Perizinan Kendaraan Dinas 

Operasional/ Lapangan 

Subkeg. 

Pemeliharaan/ 

Rehabilitasi Gedung 

Kantor dan 

Bangunan Lainnya

 Jumlah Jenis Pemeliharaan 

Rutin/ Berkala Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

Subkeg. Penyediaan 

Jasa Komunikasi 

Sumber Daya Air 

dan Listrik

 Jumlah Waktu Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber Daya Air, 

dan Listrik 

Subkeg. Penyediaan 

Jasa Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor

 Jumlah Waktu Penyediaan Jasa 

Peralatan & Perlengkapan 

Kantor 

Subkeg. Penyediaan 

Jasa Pelayanan 

Umum Kantor

 Jumlah Waktu Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum Kantor 

Kegiatan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan 

Daerah

 Jumlah Waktu Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 
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Desa 110       110       183,550,000         115          50,000,000  130        100,000,000  150        100,000,000  180        100,000,000  220        100,000,000  220 450,000,000          

Desa           -  1         76,000,000           -                         -  1       100,000,000  1        100,000,000  1        100,000,000  1        100,000,000  7 400,000,000          

Persen 95% 95% 96% 96% 98% 98% 98% 98% -                       

Persen 5 5   1,265,618,000  15   1,221,878,565  20  1,387,649,897  25   1,612,728,203  30   1,620,476,495  35   2,635,106,439  35     8,477,839,599 Bidang 

Bangdes

DPMD

 

Persen n/a 10   1,265,618,000  15   1,221,878,565  20  1,387,649,897  25   1,612,728,203  30   1,620,476,495  35   2,635,106,439  35     8,477,839,599 Bidang 

Bangdes

DPMD

Desa 100 100        515,618,000  220        400,000,000  220       450,000,000  220        500,000,000  220        500,000,000  220        835,106,439  220 2,685,106,439        

BAKD 19 19 19 19 19 19 19 19

BUMDes 

Bersama

5 5 5 5 5 5 5 5

Keg. N/A N/A 2 2 2 2 2 2

Desa N/A N/A         450,000,000  220        400,000,000  220        450,000,000  220        500,000,000  220        500,000,000  220        900,000,000  220 2,750,000,000        

Desa 20 20        300,000,000  20        421,878,565  20        487,649,897  20        612,728,203  20        620,476,495  20        900,000,000  20 3,042,733,160          



Jumlah Pemeliharaan Pasca 

Program Pemberdayaan 

Masyarakat (Permendagri 86/ 

2017)

Sub.Keg. Fasilitasi 

Kerja Sama Desa 

Dengan Pihak Ketiga  

(Dalam Kab./ Kota)

Jumlah Desa yang Terfasilitasi 

Dalam Kerja Sama Desa 

Dengan Pihak Ketiga  (Dalam 

Kab./ Kota)

Sub.Keg. Fasilitasi 

Pembangunan 

Kawasan Perdesaan

Jumlah Desa yang Difasilitasi 

Dalam Pembangunan Kawasan 

Perdesaan



Jumlah BKAD dan BUMDESMA 

Aktif



Definisi Operasional = (Jumlah 

desa yang melakukan kerja 

sama antar desa tahun berjalan 

- jumlah desa yang melakukan 

kerja sama antar desa tahun 

sebelumnya) Dibagi Jumlah 

desa yang melakukan kerja 

sama antar desa tahun 

sebelumnya) Dikali 100%

Kegiatan Fasilitasi 

Kerja Sama Antar 

Desa

Persentase Kerja Sama 

Antar Desa yang 

Berkembang

Sub.Keg. Fasilitasi 

Kerja Sama Antar 

Desa  (Dalam Kab./ 

Kota)

Jumlah Desa yang Terfasilitasi 

Dalam Kerja Sama Antar Desa  

(Dalam Kab./ Kota)

Sub.Keg. Fasilitasi 

Sarana dan 

Prasarana Desa

Jumlah Desa yang Difasilitasi 

dalam peningkatan Sarana dan 

Prasarana Desa



Cakupan Sarana dan Prasarana 

Perkantoran Pemerintahan Desa 

yang Baik (Permendagri 

86/2017)

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KERJA SAMA DESA

Persentase Pertumbuhan 

Desa yang Melakukan Kerja 

Sama Antar Desa

Sub.Keg. Fasilitasi 

Penataan 

Kewenangan Desa

Jumlah Desa yang Difasilitasi 

Dalam Penataan Kewenangan 

Desa


image13.emf
Persen 72.58 40 7,034,734,150   83.87 8,353,439,200   87.50 8,356,016,896   91.13 9,143,719,535   94.76 9,167,336,416   98.39 9,222,036,261   98.39 44,242,548,308    Bidang 

Pemdes & 

Bangdes

DPMD

Persen 40 40 7,034,734,150   83,87 8,353,439,200   87,50 8,356,016,896   91,13 9,143,719,535   94,76 9,167,336,416   98,39 9,222,036,261   98,39 44,242,548,308    Bidang 

Pemdes & 

Bangdes

DPMD

Pemdes 220       220       201,370,050         220      200,000,000         220      202,577,696        220      350,000,000         220      321,721,947         220      247,141,069         220      1,321,440,712        

Pemdes N/A 220       24,151,600           220      112,151,700         220      112,151,700        220      376,467,660         220      300,000,000         220      250,000,000         220      1,150,771,060        

Pemdes 220       220       200,000,000         220      200,000,000         220      200,000,000        220      350,000,000         220      350,000,000         220      300,000,000         220      1,400,000,000        

Pemdes 220       220       4,059,287,500      220      4,159,287,500      220      4,159,287,500      220      4,367,251,875      220      4,585,614,469      220      4,814,895,192      220      22,086,336,536      

Aparatur 

Pemdes

N/A 220       100,000,000         220      200,000,000         220      200,000,000        220      350,000,000         220      300,000,000         220      300,000,000         220      1,350,000,000        

Pemdes N/A N/A -                      220      100,000,000         220      100,000,000        220      200,000,000         220      200,000,000         220      200,000,000         220      800,000,000          

Pemdes N/A 220       100,000,000         220      100,000,000         220      100,000,000        220      200,000,000         220      200,000,000         220      200,000,000         220      800,000,000          

BUMDesa 60         60         250,000,000         220      250,000,000         220      250,000,000        220      350,000,000         220      310,000,000         220      310,000,000         220      1,470,000,000        

Sub.Keg. Fasilitasi 

Penyelenggaraan 

Musyawarah Desa

Jumlah Pemdes yang Difasilitasi 

Dalam Penyelenggaraan 

Musyawarah Desa

Sub.Keg. Evaluasi 

dan Pengawasan 

Peraturan Desa

Jumlah Pemdes yang Dimonev 

dalam Penyusunan Peraturan 

Desa

Sub.Keg. Pembinaan 

dan Pemberdayaan 

BUMDesa dan 

Lembaga Kerja 

Sama Antar Desa

Jumlah BUMDesa  Berkembang/ 

Sehat (Permendagri 17/ 2021)

Sub.Keg. Fasilitasi 

Pengelolaan 

Keuangan Desa

Jumlah Pemdes yang Difasilitasi 

Dalam Pengelolaan Keuangan 

Desa

Sub.Keg. 

Peningkatan 

Kapasitas Aparatur 

Pemerintahan Desa

Jumlah Aparatur Pemerintahan 

Desa yang Difasilitasi dalam 

Peningkatan Kapasitas

Sub.Keg. Fasilitasi 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan Desa

Jumlah Pemdes yang Difasilitasi 

Dalam Penyelenggaraan 

Administrasi Pemerintahan Desa

Sub.Keg. Fasilitasi 

Penyusunan Produk 

Hukum Desa

Jumlah Pemdes yang Difasilitasi 

Dalam Penyusunan Produk 

Hukum Desa

Sub.Keg. Fasilitasi 

Penyusunan 

Perencanaan 

Pembangunan Desa

Jumlah Pemdes yang Difasilitasi 

Dalam Penyusunan 

Perencanaan Pembangunan 

Desa

PROGRAM 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN 

DESA

Persentase Desa/Kelurahan 

Cepat Berkembang



Definisi Operasioanl = (Jumlah 

Desa Cepat Berkembang Dibagi 

Jumlah Desa) Dikali 100%

Kegiatan 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Penyelenggaraan 

Administrasi 

Pemerintahan 

Desa

Persentase Pemdes yang 

Berkinerja Baik
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Pemdes 2           -           -                          2          1,082,000,000      2          1,082,000,000      2          300,000,000         2          300,000,000         2          300,000,000         2          3,064,000,000        

Pemdes N/A N/A -                      220      150,000,000         220      150,000,000        220      300,000,000         220      300,000,000         220      300,000,000         220      1,200,000,000        

Pemdes 248       248       400,000,000         248      400,000,000         248      400,000,000        248      400,000,000         248      400,000,000         248      400,000,000         248      2,000,000,000        

Pemdes 220       220       350,000,000         220      250,000,000         220      250,000,000        220      300,000,000         220      300,000,000         220      300,000,000         220      1,400,000,000        

BPD 220       220       500,000,000         220      300,000,000         220      300,000,000        220      300,000,000         220      300,000,000         220      300,000,000         220      1,500,000,000        

Pemdes N/A N/A -                             10  350,000,000                10  350,000,000               10  400,000,000                10  400,000,000                10  400,000,000         50        1,900,000,000        

Pemdes N/A N/A -                           220  150,000,000              220  150,000,000             220  200,000,000              220  200,000,000              220  200,000,000         220      900,000,000          

Desa/ Kel 248       248       849,925,000         248      350,000,000         248      350,000,000        248      400,000,000         248      400,000,000         248      400,000,000         248      1,900,000,000        

Persen 35 45 1,008,751,350   50 3,741,177,302   60 3,493,327,411   70 3,728,367,695   80 3,735,414,666   90 3,751,736,393   90 18,450,023,467    Bidang KM DPMD PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

LEMBAGA 

KEMASYARAKAT 

AN, LEMBAGA 

ADAT, DAN 

MASYARAKAT 

HUKUM ADAT

Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/ Kel. 

yang Berkinerja Baik



  Definisi Operasional = (Jumlah 

Lembaga Kemasyarakatan Desa/ 

Kel. Yang Berkinerja Baik dibagi 

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/ Kel.) dikali 100%



Sub.Keg. Fasilitasi 

Pembinaan Laporan 

Kepala Desa

Jumlah Pemdes yang Difasilitasi 

Dalam Pemb. Laporan Kepala 

Desa

Sub.Keg. Fasilitasi 

Evaluasi 

Perkembangan 

Desa/ Lomba Desa 

Kelurahan

Jumlah Desa/ Kelurahan yang 

Dievaluasi Perkembangan 

Desa/Kel



Sub.Keg. Fasilitasi 

Pengelolaan Aset 

Desa

Jumlah desa dengan pencatatan 

aset lengkap

Sub.Keg. Pembinaan 

Peningkatan 

Kapasitas Anggota 

BPD

Jumlah BPD yang berkinerja 

baik

Sub.Keg. Fasilitasi 

Penetapan dan 

Penegasan Batas 

Desa

Jumlah Pemdes yang Difasilitasi 

Dalam Penetapan dan 

Penegasan Batas Desa

Sub.Keg. 

Penyelenggaraan 

Pemilihan , 

Pengangkatan, 

Pemberhentian 

Kepala Desa

Jumlah Pemdes yang Difasilitasi 

Dalam Penyelenggaraan 

Pemilihan , Pengangkatan, 

Pemberhentian Kepala Desa, 

dan BPD

Sub.Keg. Fasilitasi 

Pengangkatan dan 

Pemberhentian 

Perangkat Desa

Jumlah Pemdes yang Difasilitasi 

Penyelesaian Permasalahan 

dalam Pengangkatan dan 

Pemberhentian Perangkat Desa

Sub.Keg. Fasilitasi 

Penyusunan Profil 

Desa

Jumlah Pemdes yang Melakukan 

Updating Data Desa


image15.emf
Persen 45 45 1,008,751,350   50 3,741,177,302   60 3,493,327,411   70 3,728,367,695   80 3,735,414,666   90 3,751,736,393   90 18,450,023,467    Bidang KM DPMD

Lembaga 248       248       258,751,350         248      450,000,000         248      302,150,109        248      287,190,393         248      294,237,364         248      310,559,091         248      1,644,136,957        

Sistem 

Pelayana

n Adm.

N/A N/A 22 44 66 88 110      110

Pengurus 

/ Orang

N/A N/A 22 44 66 88 110      110

Persen 6.45      7.26      8.06     8.87     9.68     10.48    11.29    11.29   

Kelp. 8           9           9          9          9          9          9          9         

Persen 100 100 100 100 100 100 100

Lembaga 22         22         250,000,000         22        2,641,177,302      22        2,641,177,302      22        2,641,177,302      22        2,641,177,302      22        2,641,177,302           110  13,205,886,510      

Pemdes 22         22         150,000,000         22        150,000,000         22        150,000,000        22        250,000,000         22        250,000,000         22        250,000,000         22        1,050,000,000        

Desa/ 

Kel.

248       248       200,000,000         248      250,000,000         248      250,000,000        248      300,000,000         248      300,000,000         248      300,000,000         248      1,400,000,000        

Sub.Keg. Fasilitasi 

Pengembangan 

Usaha Ekonomi 

Masyarakat dan 

Pemerintah Desa 

dalam Meningkatkan 

PADes

Jumlah LK/LA yang 

Melaksanakan Kegiatan Ekonomi 

Produktif Masyarakat Desa 

(Permendagri 18/ 2020)

Sub.Keg. Fasilitasi 

Pemerintah Desa 

dalam Pemanfaatan 

Teknologi Tepat 

Guna (TTG) 

Jumlah Pemdes yang Difasilitasi 

Dalam Pemanfaatan Teknologi 

Tepat Guna (TTG) 

Sub.Keg. Fasilitasi 

Bulan Bhakti Gotong 

Royong (BBGRM)

Jumlah Desa/Kel yang 

Difasilitasi Dalam Bulan Bhakti 

Gotong Royong (BBGRM)



Rerata Jumlah Kelompok Binaan 

Lembaga Pemberdayaan 

Masyarakat (LPM) (Permendagri 

86/ 2017)



Persentase Posyandu Aktif 

(Permendagri 86/ 2017)

Keg. Pemberday. 

LK yg Bergerak di 

Bid. Pemberday 

Desa & Lembaga 

Adat Tk. Daerah 

Kabupaten/Kota 

Serta Pemberday 

Masy. Hukum Adat 

yg Masy. Pelakunya 

Hukum Adat yg 

Sama Dlm Daerah 

Kab./ Kota

Persentase Lembaga 

Kemasyarakatan Desa/ 

Kelurahan yang Aktif

Sub.Keg. 

Peningkatan 

Kapasitas 

Kelembagaan 

Lembaga 

Kemasyarakatan 

Desa/ Kelurahan 

(RT, RW, PKK, 

Posyandu, LPM, dan 

Karang Taruna), 

Lembaga Adat Desa/ 

Kelurahan dan 

Masyarakat Hukum 

Adat

Jumlah Lembaga yang 

Difasilitasi Dalam Peningkatan 

Kapasitas Kelembagaan 

Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/ Kelurahan 



Jumlah Sistem Pelayanan 

Administrasi Kelembagaan Desa 

yang Ditata Sesuai Standar 

(Permendagri 17/ 2021)



Jumlah Pengurus Kelembagaan 

Desa yang Memiliki Kompetensi 

dalam Tata Kelola Pemdes 

(Permendagri 17/2021)



Persentase LPM Berprestasi 

(Permendagri 86/ 2017)


image16.emf
Persen 100       100       150,000,000         100      250,000,000         100      150,000,000        100      250,000,000         100      250,000,000         100      250,000,000         100      1,150,000,000        

Kelp. 20         20         20        20        20        20        20        20       

      14,273,279,391        17,712,923,600       18,135,319,279        20,199,607,817        20,252,005,571        21,370,049,629           97,669,905,894 



Sub.Keg. Fasilitasi 

Tim Penggerak PKK 

Dalam 

Penyelenggaraan 

Gerakan 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Kesejahteraan 

Keluarga

Persentase PKK Aktif 

(Permendagri 86/ 2017)



Rerata Jumlah Kelompok Binaan 

PKK (Permendagri 86/ 2017)



Blitar, 25Januari2022

Kepala Dinas PMD

Kabupaten Blitar

Drs. RULLY WAHYU P., M.E.

PembinaUtama Muda

NIP. 19750902 199412 1 002
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